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KATA PENGANTAR
Assamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas ijin
dan rahmatNYA sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD) pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Kotabaru Tahun Anggaran 2023 dapat disusun dengan baik. Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Koperasi, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023 disusun
dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan demikian LPPD
Tahun 2022 ini merupakan informasi capaian pelaksanaan kinerja
pembangunan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2023 dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Kotabaru tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun
2021-2026.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu
dan mendukung dalam proses penyusunan LPPD Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, kami ucapkan
terimakasih dan penghargaan yang tinggi, semoga dapat bermanfaat dalam
memberikan informasi terhadap Penyusunan LPPD Kabupaten Kotabaru
Tahun Anggaran 2023.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

chxbaru, Januari 2024
P

BY

. . " Hardhani, M.Si
Nip.19650401 199308 1001
Pembina Utama Muda IV/c

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Diskoperindag TA 2023 1



Kata Pengatar

Daftar Isi

DAFTAR ISI

BABI PENDAHULUAN

1.1.

1.2.

Dasar Hukum

1.1.1. Dasar Hukum Penyusunan LPPD

1.1.2. Dasar Hukum Pembentukan SKPD

Gambaran Umum

1.2.1. Struktur Organisasi

1.2.2. Tugas Pokok dan fungsi

1.2.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat structural dan Fungsional

1.2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana

BABII CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAERAH

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

Capaian Pelaksanaan program dan kegiatan

Kebijakan Strategis yang dilaksanakan

Capaian Indikator Kinerja kunci keluaran (Output)

Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)

Capaian Kinerja Kunci untuk fungsi penunjang Urusan
pemerintahan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun anggaran

Sebelumnya (Lihat Keterangan pada Catatan)

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1.

3.2.

Tugas Pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Daerah
Kabupaten/Kota.

3.1.1. Target Kinerja

3.1.2. Realisasi

Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah
Kabupaten/Kota

3.2.1. Target Kinerja

3.2.2. Realisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Diskoperindag TA 2023



3.3. Permasalahan dan kendala
3.4. Saran dan Tindak Lanjut
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
4.1. Urusan Yang dilaksanakan
4.1.1. Jenispelayanan Dasar
4.1.2. Target pencapaian SPM
4.1.3. Realisasi
4.1.4. AlokasiAnggaran
4.1.5. DukumenPersonil
4.1.6. Permasalah dan Solusi

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Diskoperindag TA 2023



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan
pembangunan agar mampu eksis, unggul, dan mampu memberikan
kontribusi serta peran nyata dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah
daerah maka instansi pemerintah dalamh alini Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru berpedoman pada peraturan yang

berlaku dalam menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

sebagaiberikut :

1.1.1. Dasar Hukum Penyusunan LKPJ

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standard Akutansi
Pemerintah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan
dan kinerja instansi pemerintah.

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

7. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang pedoman
penyusunan pelaporan akun tabilitas kinerja instansi pemerintah.

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/1X/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan
akuntabilitas instansi pemerintah.

9. Instruksi Presiden nomor S5 tahun 2004 tentang percepatan
pemberantasan korupsi.

10. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang
penetapan kinerja.

11. KepMenPAN No0.135 Tahun 2004 tentang pedoman umum evaluasi

akuntabilitas kinerja.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal
31 Mei 2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama
di lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas,
fungsi, susunan, organisasi dan tata kerja Kementrian Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/01/M.PAN/01/2009 tentang organisasi dan tata kerja kementrian
Negara perdayaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi.

Peraturan Menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara dan
reformasi birokrasi Nomor 13 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan
evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2010.

Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tanggal 31
Desember 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Lakip.
Pepres No 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2022 Nomor 21 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022(
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 13);
Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 176);
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1.1.2. Dasar Hukum Pembentukan SKPD

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanakan program dan
kegiatan SKPD yang mampu memberikan kontribusi serta perannyata
dalammewujudkanvisi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Koperasi,

Perindustrian Perdagangan Kotabaru berpedoman pada peraturan yang

adaantara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten KotabaruNomor 18) Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 20 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
kabupaten kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2022 Nomor 20);

2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 tahun 2019 tentang Kedudukan,
susunan, organisasi tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru.

1.2 GAMBARAN UMUM

1.2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kotabaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8 Tambahan Lembaaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4); dan Peraturan Bupati Kotabaru

Nomor 138 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
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Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Kotabaru.

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kotabaru terdiri Kepala Dinas, Sekretaris, 5 (lima) Bidang, 13
(tigabelas) seksi, 3 (tiga) Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dapat
diuraikanse bagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, terdiridari:
1) Subbagian Perencanaan ;
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
3) Subagian Keuangan ;
c. Bidang Koperasi terdiri dari :
1) Seksi Kelembagaan dan pengawasan Koperasi;
2) Seksi Bina Usaha Koperasi ;
3) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
d. Bidang Usaha mikro terdiri dari :
1) Seksi pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro ;
2) Seksi Pengembangan Kewirausahaan ;
e. Bidang Perindustrian terdiridari :
1) Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri;
2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Industri ;
3) Seksi Sistem Inpormasi dan fasilitasi Industri ;
f. Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan
1) Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
2) Seksi Pengawasan dan perlindungan Konsumen;
g. Bidang Stabilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan
1) Seksi Pengelolasarana dan Prasarana Distribusi;
2) Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan;
3) Seksi Stabilitasi barang pokok dan Penting;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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1.2.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru
yang beralamat di Jalan Putri Ciptasari Komplek Pasar Kemakmuran
Kotabaru Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Sigam
Kabupaten Kotabaru. Pembentukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Kotabaru ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten KotabaruNomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun
2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor
18) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2019 Nomor 8 Tambahan
Lembaaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4); dan Peraturan Bupati
Kotabaru Nomor 138 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabuapten Kotabaru. Adapun tugas pokok
dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai

berikut ;

(1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi,
perindustrian dan perdagangan berdasarkan asasotonomi dan tugas

pembantuan.

(2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

a. perencanan dan penetapan kebijakan teknis di bidang koperasi,

perindustrian dan perdagangan,;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan,;

c. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja

pelaksanaan program/kegiatan di bidang koperasi;
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d. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja

pelaksanaan program/kegiatan di bidang usaha mikro;

e. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja

pelaksanaan program/kegiatan di bidang perindustrian;

f. Peyelenggaraan, Pengkoordinasian dan evaluasi kinerja pelaksanaan
program/kegiatan di bidang Kemetrologian dan pengawasan

perdagangan;

g. Peyelenggaraan, Pengkoordinasian dan evaluasi kinerja pelaksanaan
program/kegiatan di bidang stabilitasi dan sarana distribusi

perdagangan,;

h. penyelenggara pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan;

i. penyelenggaran pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan

lingkup tugasnya;

j- penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja

pelaksanaan program/kegiatan di UPTD; dan

k. penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Kesekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyedia dan
memeriksa tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan
yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan program,

pengelolaan keuangan, serta pengelolaan umum dan kepegawaian.
2. Bidang Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok
merencanakan, menyedia dan memeriksa tugas di bidang koperasi yang
meliputi kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM

dan bina usaha koperasi.
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a‘

Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas bidang koperasi dalam kelembagaan dan pengawasan
Koperasi

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan = melaporkan
pelaksanaan tugas bidang koperasi dalam peningkatan kualitas SDM
Koperasi.

Seksi Bina Usaha Koperasi

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian Tugas Bidang Koperasi dalam Pembinaan dan Pengelolaan Bina

Usaha Koperasi.

3. Bidang Usaha Mikro

Bidang usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan, menyedia dan

memeriksa tugas-tugas di bidang usaha mikro yang meliputi pemberdayaan

dan fasilitasi usaha mikro dan pengembangan kewirausahaan.

a.

4.

Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro

Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan fasilitasiusaha mikro
dalam pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro.

Seksi Pengembangan Kewirausahaan

Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan  melaporkan
pelaksanaan tugas bidang usaha mikro dalam pengelolaan
pengembangan kewirausahaan.

Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok merencanakan, menyedia

dan memeriksa tugas di bidang perindustrian yang meliputi pembangunan
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dan pengembangan pembangunan industri, perijinan dan inovasi industri,

dan sistem informasi industri.

a‘

5.

Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri

Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas bidang perindustrian dalam Pemberdayaan dan
inovasi industri.

Seksi Pembangunan dan Pengembangan Industri

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas bidang perindustrian dalam pembangunan dan
pengembangan industri.

SeksiSistem Informasi dan Fasilitasi Industri

Seksi Sistem Informasi dan Fasilitasi Industri mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan  melaporkan
pelaksanaan tugas bidang perindustrian dalam system informasi dan
Fasilitasi industri.

Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan

Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas

pokok merencanakan, menyedia dan memeriksa tugas—tugas di bidang

kemetrologian dan pengawasan perdagangan yang meliputi pelayanan tera

dan tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrologian dan

pengawasan perdagangan.

a.

Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Seksi PelayananTera dan Tera Ulang mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan  melaporkan
pelaksanaan tugas bidang kemetrologian dan pengawasan perdagangan
dalam pelaksanaantera, dan tera ulangalatukur.

Seksi Pengawasan dan PerlindunganKonsumen

Seksi Pengawasan dan PerlindunganKonsumen mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
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pelaksanaan tugas bidang kemetrologian dan pengawasan perdagangan
dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan konsumen.
6. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan
Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas
pokok merencanakan, menyedia dan memeriksa tugas di bidang stabilisasi
dan sarana distribusi perdagangan yang meliputi pembangunan sarana
distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi,
stabilisasi barang pokok dan penting.

a. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Distribusi

Seksi Peengelolaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan
mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi
dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang stabilisasi dan sarana
distribusi perdagangan dalam pelaksanaan pembangunan sarana
distribusi perdagangan.

b. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan
Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan  melaporkan
pelaksanaan tugas bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan
dalam pembinaan usaha perdagangan.

c. Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting

Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan = melaporkan
pelaksanaan tugas bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan

dalam pelaksanaan stabilisasi barang pokok dan penting.

Kelompok Jabatan Fungsional
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1.2.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Stuktural dan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Peraturan
Bupati Kotabaru Nomor 138 tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan,
organisasi tugas pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru memiliki sumberdaya
manusia (SDM) pada Tahun 2023sebanyak55 orang, dan didukung tenaga
non PNS sebanyak 75 orang, sebagai berikut:
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 55 orang;
2. Tenaga Non PNS (TNP) sebanyak 75 orang terdiridari ;

a. 45 Orang Tenaga Kebersihan

b. 30 Orang Tenaga Administrasilainnya

Rincianpegawai PNS dan TNP dapatdiklasifikasikansebagaiberikut:

a. JumlahPegawaiStruktural

NO JABATAN STRUKTURAL JUMLAH KET
(ORANG)
1 | Kepala Dinas 1
2 | Sekretaris 1
a. SubbagianPerencanaan 1
b. SubbagianUmum dan Kepegawaian 1
C. Sub Bagian Keuangan 0
3 BidangKoperasi 1
a. SeksiKelembagaan dan pengawasanKoperasi; -
b. Seksi Bina Usaha Koperasi ; 1
C. SeksiPeningkatanKualitas SDM Koperasi 1
4 Bidang Usahamikro 0
a. Seksipemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro 0
b. SeksiPengembanganKewirausahaan 0
S Bidang Perindustrian 1
a. SeksiPemberdayaan dan Inovasilndustri; 0
b. Seksi Pembangunan dan PengembanganIndustri 0
C. SeksiSistemInpormasi dan fasilitasilndustri 0
9 BidangKemetrlogian dan PengawasanPerdagangan 1
a SeksiPelayanan Tera/Tera Ulang 0
b.. SeksiPengawasan dan perlindunganKonsumen 0
7 BidangStabilitasi dan Sarana DistribusiPerdagangan 1
a SeksiPengelolasarana dan PrasaranDistribusi 0
b. SeksiPembinaan Usaha Perdagangan 0
C. SeksiStabilitasibarangpokok dan Penting 1
8 KelompokJabatanFungsional

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Diskoperindag TA 2023 13



b. Kualifikasipendidikan

Tabel 1

Jumlah PNS dan Non PNS Dinas Koperasi Perindustrian dan
PerdaganganmenurutGolongan dan pendidikanTahun 2023

SDM Dinas Koperasiperindustrian dan
PerdaganganKabupatenKotabaruPada Tahun 2023Menurutesselon/

No Jumlahpegawaimenurut Keterangan
Golongan | Jumlah | % | Pendidikan | Jumlah | % Jabatan Jumlah | %
I 4 org SD/SMP 6 org Struktural 13 Org
I 18 org SMA 25 org Fungsionalk 4 org
husus
111 27org DIII 3 org Fungsional 38 org
v 6 ORG S1 15 org
S2 7 org
S3 0 org
Tenaga Non PNS
TNP 65 org SD/SMP | 30 ORG Petugaskebe 45 org
rsihan pasar
SMA 26 org Administrasi | 20 org
S.1 9 org
Tabel 2

Golongan.
NO Jumlahpejabatmenurut
Eselon Jumlah % Golongan Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7

II 1 org Ia 0 org

111 S org Ib 0 org

v 6 org Ic 2 org

Non eselon 43 org Id 2 org

IIa 1 org

IIb 1 org

IIc 9 org

Imd 7 Org

T a 13 org

b 6 Org

IIc 3 org

md 6 org

IVa 5 Org

IVb 0 org

IVe 1 org

vd 0 Org
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Tabel 3

Keadaan SDM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kotabaru Pada Tahun 2023 Menurut
Penempatan/Penugasan.

No Jabatan Jumlah Keterangan
Diisi Kosong
1 Kepala 1 Org 1 0
Dinas/Badan
2 Sekretaris 1 org 1 0
3 KepalaBidang S org 4 1
4 Kasub Bag 3 org 2 1
S Kapalaseksi 13 org 4 9

Adapun  Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Kotabaru dapatdilihat dalam daftar lampiran

1.2.4. KONDISISARANA DAN PRASARANA

Sarana prasaranasangat berpengaruh langsung pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomuni kasi
dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Peradagangan Kabupaten Kotabaru sejauh ini dirasa
telah cukup memadai untuk menunjang kinerja walaupun ada beberapa
sarana prasarana yang yang masih kurang serta mengalami kerusakan.
Selain itu seluruh komputer sudah berjaringan internet melalui wifi dan
suda hmemiliki alamat website serta email resmi. Berikut ini perkembangan
Data Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kotabaru dapat dilihat dalam daftar sebagai berikut.
Table. 1.2.4
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Daftar inventaris Sarana dan prasarana

NO Jenissarana dan prasarana Keterangan
1 Mobil baik
2 Sepeda motor baik
3 Filling besi/metal baik
4 Band kas baik
) Lemarikayu baik
6 Papannamainstansi baik
7 Papanpengumuman baik
8 Papantulis baik
9 Whiteboard baik
10 Overhead projektor baik
11 Mejakayu baik
12 Kursibesi/metal baik
13 Kursikayu baik
14 Mejarapat baik
15 Mejatulis baik
16 Kursirapat baik
17 Kursiputar baik
18 Kursibiasa baik
19 Kursilipat baik
20 Sofa baik
21 Mebeulerlainnya baik
22 Lemariarsip baik
23 Alat pembersih lain-lain baik
24 Lemari Es baik
25 AC Unit baik
26 KipasAngin baik
27 Televisi baik
28 Sound Sistem baik
29 TiangBendera baik
30 TanggaAlumunium baik
31 Dispenser baik
32 Alat RumahTangga Lain-lain baik
33 Gordin/Vitras baik
34 Notebook baik
35 Personal Komputer Lain-lain baik
36 Printer baik
37 Scenner rusak
38 MejaKerjaPejabatEselon II baik
39 KursiPejabatEselon II baik
40 KursiKerjaPegawai Non Struktural baik
41 KursiKerjaPejabat Lain-lain baik
42 LemariArsipUntukArsip Dinas baik
43 Lemari&ArsipPejabat lain-lain baik
44 Micropon/Wirelles Mic baik
45 CCVT rusak
46 Camera Electron baik
47 Sound Sistem baik
48 Facsilime rusak
49 Bangunan Gedung Kantor Permanen baik
50 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain baik
51 Gedung Pertokoan/ Pasar Permanen baik
52 Gedung Pertokoan /Pasar Semi Permanen baik
53 Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain baik
54 Bangunan Gedung FasilitasUmumLainnya baik
55 Instalasi Air Bersih Lain-lain baik
56 JaringanTelepon/internet baik
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BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk Tahun Anggaran 2023
mempunyai 13 (tigabelas) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 43
(empat puluh tiga) sub kegiatan untuk program dan kegiatan tersebut
terbagi menjadi duau rusan, yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Untukurusanwajibada 1 (satu)
program rutin, 3 (tiga) program dibidang koperasi, 2 (dua) program bidang
Usaha mikro. Untuk urusan pilihan ada 4 (empat) program dibidang
Stabilisasi sarana dan prasarana distribusi perdagangan, 1(satu) program di
bidang Metrologi dan pengawasan Perdagangan, dan 3 (tiga) program
dibidang Industri. Anggaran yang tersedia untuk belanja Program dan
kegiatan sebesar Rp. 24.038.462.320,- terealisasi sebesar Rp.
19.006.536.725.- atau pencapaian 79.07 % dengan rincian kegiatan sebagai
berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
1. Sub keg. penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 253.100.922,- terealisasi
sebesar Rp. 252.433.769.- atau 99,74% digunakan untuk
penyusunan dokumen perencanaan dan belanjarapat. Hasil yang
dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah dokumen perencanaan
sebanyak 3 dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari

uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawahini :

Tabel
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023
No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 253.100.922 252.433.769
Keluaran Jumlahdukumenperencanaanperangkat 3 duk 3 dok
Daerah
3 Hasil Tersedianya dok perencanaan 100 99,74

2. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
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Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.000.000,-terealisasi
sebesar Rp.7.267.600,- atau 90,85% digunakan untuk
melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD. Hasil
yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD
tersusun sebanyak 1 dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih
jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Dana 8,000,000,- 7.267.600
2 Keluaran JumlahdokumenRKA-SKPD tersusun 1 duk 1 dok
3 Hasil Tersedianya dok RKA 100 90,85

Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-
SKPD.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,-terealisasi
sebesar Rp.5.998,300.- atau 99,97% digunakan untuk
melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-
SKPD. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah
dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun sebanyak 1 dokumen
selama 3 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
Tahun 2023
Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi

1 Masukan Dana 8,000,000,- 5.998,300
2 Keluaran JumlahdokumenRKA-SKPD tersusun 1 duk 1 dok
3 Hasil Tersedianya Dukumen perubahan RKA 100% 99,97

Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,-terealisasi
sebesar Rp. 5.998.385,- atau 99,97% digunakan untuk
melaksanakan koordinasi penyusunan DPA-SKPD. Hasil yang
dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD
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tersusun sebanyak 1 dokumen selama 3 bulan. Untuk lebih
jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2023

Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 6,000,000,- 5,998,385.-
2 Keluaran Jumlahdokumen DPA-SKPD tersusun 1 duk 1 dok
3 Hasil Dukumen RKA 100% 99,97

5. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Anggaranuntukkegiataninisebesar Rp. 5.000.000,-
terealisasisebesar Rp.4,546.400,- atau 90,93% digunakanuntuk
melaksanakan koordinasi penyusunan perubahan DPA-SKPD.
Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah dokumen
perubahan DPA-SKPD tersusun sebanyak 1 dokselama 3 bulan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :
Tabel
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2023
Narasi Tolakukur Kinerja

Target Realisasi
1 Masukan Dana 5,000,000,- 4,546.400.
2 Keluaran Jumlahdokumen perubahan DPA-SKPD 1 duk 1 duk

tersusun

3 Hasil Dukumen RKA 100% 90,93

Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.010.000,-terealisasi
sebesar Rp. 11.991.742,- atau 99,85% digunakan untuk
melaksanakan koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Hasil yang dicapai/outcome
kegiatan yaitu jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD
sebanyak 1 dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari

uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
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Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD Tahun 2023

Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 12,010,000,- 11,991.742.-
2 Keluaran Jumlahdokumenlaporan capaian kinerja 1 duk 1 duk
SKPD
3 Hasil Dukumen RKA 100% 99,85

Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 139.689.900,- terealisasi
sebesar Rp. 139.055.200,- atau 99,85% digunakan untuk rapat
koordinasi dan evaluasi kinerja Hasil yang dicapai /outcome
kegiatan yaitu jumlah evaluasi kinerja sebanyak 3 dokumen
selama 12 bulan dengan baik di lingkungan kantor Dinas. Untuk

lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabeldi bawah

ini :
Tabel

Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahTahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi

1 Masukan Dana 139.689.900,- 139.055.200
2 Keluaran Jumlah dok evaluasikinerja PD 3 duk 3 dok
3 Hasil Tersedianya DokEvaluasikinerja 100 % 99.85

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Keg.Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.697.351.557,-
terealisasi sebesar Rp. 6.693.825.930.- atau 85,02% digunakan
untuk melakukan pembayaran gaji, tunjangan dan insentif. Hasil
yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pembayaran gaji dan
tunjangan banyak 14 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya
dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Sub Keg. Penyediaangaji dan tunjangan ASN Tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 6.697.351.557,- 6.693.825.930.-
2 Keluaran Jumlahpenyediaan gaji dan tunjangan ASN 14 k1 14 kl
yang terbayar
3 Hasil Terbayarnyagaji dan tunjangan ASN 100% 85,02

2. Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
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Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 48.453.874,- terealisasi
sebesar Rp. 48.421.525,- atau 99,93% digunakan untuk melakukan
penyediaan membayar honorarium  kegiatan. Hasil yang
dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah penyediaan adaministrasi
pelaksanaan tugas ASN yang terbayar sebanyak 12 kali selama 12
bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

tabel di bawahini :

Tabel

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 48.453.874,- 48,421.525
2 Keluaran jumlahpenyediaan adaministrasi 12 kl 12 kl
pelaksanaan tugas ASN yang terbayar

3 Hasil terbayar honorarium kegiatan 100 99,93

3. Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi
Keuangan SKPD.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 580.310.000,- terealisasi
sebesar Rp. 548.450.000,- atau 94,51% digunakan untuk
melakukan membayar honorarium verifikasi keuangan. Hasil yang
dicapai/outome kegiatan yaitu jumlah dokumen pinata usahaan
keuangan SKPD yang verifikasi sebanyakl12 kali selama 12 bulan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di

bawahini :
Tabel
PenyediaanAdministrasiPelaksanaantugas ASN Tahun 2023
No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 580.310.000- 548,450.000
2 Keluaran jumlahdokumen pefiatausahaan 12 kl 12 kl
keuangan SKPD yang verifikasi
3 Hasil Terbayarhonorarium 100 94,51
pengelolakegiatan dan
veroifikasikeuangan

4. Sub keg. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir
tahun SKPD.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.499.948,- terealisasi

sebesar Rp. 3.495.300,- atau 99,87% digunakan untuk melakukan
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penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Hasil yang
dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah dukumen laporan keuangan
akhir tahun SKPD sebanyak 1 dokumen selama 12 bulan. Untuk
lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di

bawahini :
Tabel
Koordinasi dan penyusunanLaporankeuangan akhirtahun SKPD
Tahun 2023
No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1  [Masukan Dana 3.499.948. - 3,495,300
2 Keluaran Jumlahdokumenlaporanakhirtahun 1 dok 1 dok
3 Hasil TersedianyalLaporankeuanganakhirtahun 100% 99,87

5. Sub Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 999.974,-terealisasi
sebesar Rp. 998.300,- atau 99,83% digunakan untuk penyusunan
dokumen analisis dan realisasi keuangan semesteran. Hasil yang
dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah dokumen laporan dan
analisi prognosis realisasi anggaran tersusun sebanyak 1 dokumen
selama 12bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Penyusunanpelaporan dan analisis prognosis

realisasianggaranTahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 999.974 998,300
2 Keluaran Jumlahdokumen laporan dan analisis prognosis 1 duk 1 dok
realisasi anggaran tersusun
dok Hasil Tersedianya laporan dan analisis prognosis realisasi 100 99.83
anggaran tersusun

3. Keg. Administrasi kepegawaian Peraangkat daerah
1. Sub keg. Bimbingan Tehnis Implementai Peraturan Perundang-
undangan
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 49.380.000,-terealisasi
sebesar Rp. 48.229.090,- atau 97,67% digunakan untuk pendidikan

dan pelatihan bagi asn dalam rangka meningkatkan kinerja . Hasil
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yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah Bimbingan Tehnis

Implementai

Peraturan

Perundang-undangan

yang berlaku

sebanyak 9 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian

di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Bimbingan tehnis implementai peraturan perundang-undangan
tahun 2023
No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 49.3580.000 48.229.090
2 Keluaran Jumlahbimbingan tehnis peraturan perundang- 9org 9 org
undangan yang berlaku .

3 Hasil Terukur,terampil dan terdidik terhadap kinerja 100% 97,67

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 29.941.160,-terealisasi
sebesar Rp. 29.941.160,- ataul00% digunakan untuk penyedian
komponen instalasi listrik dan penggantian lampu, penerangan
blok-blok  pasar serta lingkungan pasar. Hasil yang
dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah penyediaan komponen
listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 12 paket selama 12
bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :

Tabel
PenyediaanBarangCetakan Dan Penggandaan Tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja

Target

Realisasi

1

Masukan

Dana

29.941.160

29.941.160

Keluaran

Jumla hpenyediaan komponen listrik/penerangan bangunan
kantor

12 kl

12 kl

Hasil

Kantor, blok toko/kios pasar, selasar dan halaman terang
-Pengawasan petugas tetap terjaga dengan baik

100 %

100

2. Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan perlengkapankantor.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 24.940.869,-terealisasi
Rp. 24.934.236,- atau 99,97%

penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Hasil yang

sebesar digunakan untuk

dicapai/outcome kegiatanya itu jumlah penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 12 paket selama 12
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bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :

Tabel
PenyediaanPeralatan dan perlengkapankantor tahun 2023
No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 24.940,869 - 24,934.236
Keluaran Jumlahpenyediaanperalatan dan 12 paket 12 paket
perlengkapankantor yang disediakan
3 Hasil lingkungan pasar bersih dan sehat 100% 99,97

4. Sub Keg. Penyediaan bahan logistik Kantor.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 478.776.618,-terealisasi

sebesar

operasional

Rp.

478.383.477,-

kantor dan kegiatan

atau 99,92%

lapangan.

digunakan untuk
Hasil

yang

dicapai/outcome kegiatanya itu jumlah penyediaan bahan logistic

kantor sebanyak 12 paket selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya

dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

kegiatan

Tabel
Penyediaanbahan logistic Kantor tahun 2023
No Narasi Tolakukur Kinerja

Target Realisasi
1 Masukan Dana 478.776.618- 478.383.477
2 Keluaran Jumlahpenyediaanbahankebutuhan 12 paket 12 paket

kantor ,rapat dan lapangan

3 Hasil Kelancaran dan kebutuhan admiistrasi 100% 99.92

5. Sub keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 35.001.500,- terealisasi

sebesar Rp. 34.850.300,- atau 99,57% digunakan untuk bahan

cetak pengelolaan adminstrasi penerimaan retribusi daerah hasil

yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah penyediaan barang

cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 12 paket

selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Penyediaanbarangcetakan dan penggandaan tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja

Target Realisasi
1 Masukan Dana 35.001.500 34,850.300
2 Keluaran Jumlahpenyediaan barangcetakan dan penggadaan 12 paket 12 paket

yang tersedia .

3 Hasil Tingkat penerimaan PAD dan administrasi kegiatan . 100% 99,57
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6.

Sub keg. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 425.108.000,-terealisasi
sebesar Rp. 425.063.758.- atau 99,99% digunakan untuk
melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka untuk mendukung
pembangunan daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu
jumlah penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD yang
dialksanakan sebanyak 75 kali selama 12 bulan. Untuk lebih
jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel2.4.5
PenyelenggaraanrapatKoordinasi Dan Konsultasi SKPD tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 425.108.000,- 425.063.758.-
2 Keluaran Jumlahpenyelenggaraanrapatkordinasi dan 75 kl 75 kl
konsultasi SKPD yang dilaksanakan
3 Hasil Penyampianinpormasi program dan 100% 99.99
kegaiatanpembangunandaerah

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

1.

Sub keg. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 107.154.120,-terealisasi
sebesar Rp. 94.275.000,-atau 87,98%  digunakan untuk
melaksanakan berbagai kegiatan dan untuk mendukung
pelaksanaan tugas. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu
jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang diadakan
sebanyak 7 unit selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian
di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pengadaanperalatan dan mesinlainnya Tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 107.154.120,- 94,275.000
Keluaran Jumlahpengadaanperalatan dan mesinlainnya 7 unit 7 unt
yang diadakan
3 Hasil Peningkatan kinerja dalam melaksanakan 100% 87,98
kegiatan
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6. KegiatanPenyediaanjasaPenunjangUrusanPemerintahan Daerah

1.

Sub keg. Penyediaan jasa surat menyurat.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,- terealisasi
Rp. 5.000.000,- 83,33%

melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kuitansi bermaterai

sebesar atau digunakan untuk

dan pemindah bukuan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu

jumlah penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 1500 lembar

selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari wuraian di
atasdapatdilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel
Penyediaanjasasuratmenyurat tahun 2023
No Narasi Tolakukur Kinerja
Target realisasi

1 Masukan Dana 6.000.000 5.000.000
2 |Keluaran Jumlahpenyediaanjasasuratmenyurat 12 lap 12 lap

3 |Hasil Tertibadminitrasijasasuratmenyurat 100% 83,33

2. Sub keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 356.700.000,-terealisasi

sebesar Rp. 325.528.969,- atau 91,26% digunakan untuk
pembayaran rekening telpon, air dan listrik. Hasil yang
dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah penyediaan jasa

komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 4

langganan selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di

atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operational

tahun 2023

No

Narasi

Tolakukur

Kinerja

Target

Realisasi

1

Masukan

Dana

356.700.000

325.528.969

Keluaran

Jumlahpenyediaan jasa komunikasi sumber
daya air listrik yang tersedia

4 lap

4 lap

Hasil

Terpenuhinya lingkungan pasar terang ,nyaman

100%

91,26

3. Sub keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.563.500.000,-terealisasi

sebesar Rp. 1.561.500.000,- atau 99.87% digunakan untuk
kegiatan jasa pelayanan umum kantor. Hasil yang dicapai/outcome

kegiatan yaitu jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor
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yang disediakan sebanyak 60 kali selama 12 bulan. Untuk lebih
jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Penyediaanjasapelayananumumkantor tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 | Masukan Dana 1.563.500.000 | 1.561.500.000
2 Keluaran Jumlahpenyediaan jasa pelayanan umum 60lap 60 lap
kantor yang disediakan
3 Hasil Tertib dan teratur terhadap pelayanan umum 100% 99,87

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

1. Sub keg. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak
dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 154.075.567.- terealisasi
sebesar Rp. 151.835.302,- atau 98,55% digunakan untuk
pembayaran pajak kendaraan operasional, jasa service, suku
cadang dan operasional angkutan sampah. Hasil yang
dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pemeliharaan kendaraan
dinas operasional atau lapangan yang diadakan sebanyak 4 unit
selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan

kendaraan dinas operasional atau lapangan tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 154.075.567 151.835.302
2 Keluaran Jumlahkendaraanoperasional ,pajak dan perijinan 4 unit 4 unit
3 Hasil Terbayar pemeliharaan kendaraan operasional dan 100% 98,55
penggantiansukucadang

2. Sub keg. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 77.280.000,-terealisasi
sebesar Rp. 75.715.000,- atau 97,97% digunakan untuk
pemeliharaan peralatan kantor. Hasil yang dicapai/outcome
kegiatan yaitu jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
yang disediakan sebanyak 40 kali selama 12 bulan. Untuk lebih

jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel

Pemeliharaanperalatan dan mesinlainnya Tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Dana 77.280.000,- 75,715.000

Keluaran Jumlahpemeliharaanperalatan dan mesinlainnya yang 40 unit 40 unit

disediakan

3 Hasil Untukkelancaranadministrasipelayanan dan 100% 97,97

kelancarankinerja

3. Sub keg. pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan

lainnya.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 115.700.000,-terealisasi

sebesar Rp. 115.461.000,- atau 99,79% digunakan untuk
pemeliharaan/rehab gedung kantor. Hasil yang dicapai/outcome
kegiatan yaitu jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor
lainnya yang disediakan sebanyak 1 kali selama 12 bulan. Untuk
lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah
ini :

Tabel

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Tahun 2023

No Narasi

Tolakukur

Kinerja

Target

Realisasi

1 Masukan

Dana

115.700.000,-

115.461.000

2 Keluaran

Jumlahpemeliharaan /rehab gedung kantor

1kl

1kl

3 Hasil

100%

99,97

Untukkelancaran tugas dan kinerja pelayanan

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
1. Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah

keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

1.Sub keg. pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian,
ketangguhan serta  akuntabilitas koperasi kewenangan
kabupaten/kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 130.000.000,-terealisasi
Rp. 129.769.426,- atau 99,82%

melakukan pengawasan kekuatan, kesehatan kemandirian dan

sebesar digunakan untuk
ketangguhan koperasi. Hasilyang dicapai/outcome kegiatan yaitu
jumlah pengawasan kekuatan, kesehatan kemandirian dan

ketangguhan serta akuntabilitas koperasi sebanyak 62 unit usaha
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selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel

Pengawasankekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta

akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 130.000.000 129.769.426.-
2 Keluaran Jumlahpengawasankekuatan 52 unit usaha 52 unit usaha

,kesehatankemandirian dan
ketangguhansertaakuntabilitaskoperasi

3 Hasil Peningkatanpengawasanpengelolaan dan 100% 99,82
penguruskoperasi

2.Sub keg. pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan
perundang-undangan kewenangan kabupaten/Kota.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 160.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 159.628.683,- atau 99,77% digunakan untuk
peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-
undangan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah
pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-
undangan sebanyak 4 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya
dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pemeriksaankepatuhankoperasiterhadapperaturanperundang-

undangankewenangankabupaten/Kota Tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi

1 Masukan | Dana 160.000.000 | 159.628.683.-

2 Keluaran | Jumlahpemeriksaankepatuhankoperasiterhadapperat 17 unit 17 unt
uranperundang-undangan usaha

3 Hasil Peningkatanpengetahuan dan 100% 99,77
wawasanpenguruskoperasitentangperaturanperundan
g-undangan

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi
yang wilayahnya keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.
1. Sub keg. peningkatan pemahaman dan pengetahuanPerkoperasian
sertakapasitas dan kopetensi SDM koperasi.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 257.108.068,-terealisasi
sebesar Rp. 256.261.600,- atau 99,67% digunakan untuk

memberikan pendidikan dan peningkatan pengetahuan SDM
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pengurus dan pengelola koperasi hasil yang dicapai/outcome
kegiatan yaitu jumlah peningkatan pemahaman dan pengetahuan
perkoperasian sertaka pasitas dan kompetensi SDM koperasi
sebanyak 60 orang kali selama 2 kali. Untuk lebih jelasnya dari
uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta

kapasitas dan kopetensi SDM koperasi tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 257.108.068,- 256.261.600
2 Keluaran Jumlahpeningkatanpemahaman dan 60 unit usaha 60 unit usaha

pengetahuanperkoperasiansertakapasitas dan
kompetensi SDM koperasi

3 Hasil Peningkatanpengetahuan dan sdmbagaipengelola 100% 99,67
dan penguruskoperasi

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
1. Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang

Keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota.

1. Sub keg. pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah,
akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan,
penataan manajemen, standarisasi dan rekstukturisasi usaha
koperasi kewenangan kabupaten/kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 90.000.000,-terealisasi
sebesar Rp. 89.984.700,- atau 99,98% digunakan untuk
peningkatan produktivitas, akses pasar pembiayaan
pengutamaan kelembagaan usaha koperasi. Hasil yang
dicapai/outcome  kegiatan yaitu jumlah  pemberdayaan
peningkatan produktivitas nilai tambah akses pasar pembiayaan,
penguatan kelembagaan penataan manajemen standarisasi dan
rentrukturisasi usaha koperasi. Sebanyak 12 unit usaha selama
12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

Tabel
Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses

pasar, aksespembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan,
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manajemen standarisasi dan rekstukturisasi usaha koperasi

kewenangan kabupaten/kota Tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 90.000.000 89.984.700
2 Keluaran Jumlahpemberdayaanpeningkatanproduktivitasnilaitam 15 unit usaha 15 unit usaha

bahakses pasar pembiayaan,
penguatankelembagaanpenataanmanajemenstandarisasi
dan rentrukturisasiusahakoperasi.

Hasil Peningkatanproduktivitas 100% 99,98

danpenguatankelembagaanusahakoperasi

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha

Mikro (UMKM).

1. Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui

pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan

kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku

kepentingan.

1. Sub keg. pendataanpotensi dan pengembangan usaha mikro
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.833.999.858,-
terealisasi sebesar Rp. 1.346.273.877,- atau 35,11% digunakan
untuk meningkatkan kemampuan para pelakuusaha mikro. Hasil
yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pendataan potensi
dan pengembangan usaha mikro sebanyak 160 kelompok/umk
selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pendataanpotensi dan pengembanganusahamikro tahun 2023
No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 3.833.999.858,- 1.346.273.877
2 Keluaran Jumlahpendataanpotensi dan 160 klp 78 klp
pengembanganusahamikro
3 Hasil Tersedianyakebutuhan data 100% 35.11
usaha/klpusahamikro

2. Sub keg. fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro. Anggaran

untuk kegiatan ini sebesar Rp. 159.999.723,- terealisasi sebesar
Rp. 136.822.589,- atau 85,51% digunakan untuk memberikan
fasilitasi dalam perizinan usaha mikro. Hasil yang dicapai/outome

kegiatan yaitu jumlah fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro
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sebanyak 60 Unit usaha selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya

dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Fasilitasikemudahanperizinanusahamikro Tahun 2023
No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 159.999.723 136.822.589
2 Keluaran Jumlahfasilitasikemudahanperijinanusahamikro 60 unit usaha 60 unit usaha
3 Hasil Tersedianya legalitas data perijinan untuk usaha 100% 85,511
mikro

Sub keg. pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan
usaha mikro.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 212.261.932,-terealisasi
Rp. 209.245.000,- atau 98,58%

meningkatkan pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha

sebesar digunakan untuk
mikro. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah usaha
mikro yang memiliki legalitas usaha sebanyak 10 unit usaha
selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan
Usahamikro tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi

1 Masukan Dana 212.261.932 209.245.000.-

2 Keluaran Jumlahpemberdayaankelembagaanpotensi dan 10 unit usaha 10 umk

pengembanganusahamikro
3 Hasil Pengembanganpotensiusahamikro 100% 98,58
6. Program Pengembangan UMKM
1. Kegiatan pengembangan wusaha mikro dengan orientasi

Peningkatan skala usaha menjadi usaha mikro.

1.

Kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam
pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM, serta
desain dan teknologi.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 410.059.838,-terealisasi
sebesar Rp. 399.319.740,- atau 97,38% digunakan untuk
memfasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil, pengembangan
produksi, pengolahan, pemasaran desain dan teknologi. Hasil yang

dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah fasilitasi usaha mikro
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menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan
pengolahan pemasaran SSM serta desain dan teknologi sebanyak
128 unit usaha selama 12 bulan. Untu klebih jelasnya dari uraian
diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel
Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan
produksi dan pengolahan, pemasaran SDM, sertadesain dan

teknologi Tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi

1 Masukan | Dana 410.059.838 | 399.319.740

2 Keluaran | Jumlahfasilitasiusahamikromenjadiusahakecildalampen 128 unit 128 umk
gembanganproduksi dan pengolahanpemasaran SDM usaha
sertadesan dan tehnologi

3 Hasil Para 100% 97,38
penguruskoperasimempunyaikemampuanpengetahuant
entangperkoperasian

7. Program Perizinan dan PendaftaranPerusahan
1. KegiatanPenerbitantanda daftar gudang
1. Sub keg. fasiltasi penerbitan tanda daftar gudang.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,-terealisasi
sebesar Rp. 80.541.130,- atau 80,54% digunakan untuk fasilitasi
gudang. Hasil yang

dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah fasiltasi penerbitan tanda

layanan  penerbitan tanda daftar

daftar gudang sebanyak 10 dokumen selama 12 bulan. Untuk

lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah

ini :
Tabel
Fasiltasipenerbitantanda daftar gudang Tahun 2023
No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 100.000.000, 80.541.130
2 Keluaran Jumlahrekomendasipenerbitantanda daftar gudang 10 dok 10 duk
3 Hasil Fasiltasirekomendasipenerbitantanda daftar 100% 80,54
gudang
2. KegiatanPenerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah

Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit
Surat Keterangan Asal)

1. Sub keg. koordinasi dan singkronisasi layanan penerbitan SKA.
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Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,-terealisasi
sebesar Rp. 40.530.700,- atau 40,53% digunakan untuk
koordinasi dan layanan penerbitan SKA. Hasil yang
dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah koordinasi dan
sinkronisasi layanan penerbitan SKA sebanyak 80 dokumen
selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel

Koordinasi dan singkronisasilayananpenerbitan SKA tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 100.000.000 40.530.700
Keluaran Jumlahkoordinasi dan 80dok 42 dok
sinkronisasilayananpenerbitan SKA
3 Hasil Terbitnya data layananpenerbitan SKA 100% 40,53

8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
1. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan Sarana distribusi
perdagangan.
1. Sub keg. penyediaan sarana distribusi perdagangan.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.103.781.561,-
terealisasi sebesar Rp. 2.766.598.823,- atau 89,14% digunakan
untuk sarana distribusi perdagangan. Hasi lyang
dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah penyediaan sarana
distribusi perdagangan sebanyak 8 paket selama 12 bulan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel

di bawah ini :

Tabel
Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan tahun 2023
No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 3.103.781.561- 2.766.598.823
2 Keluaran Jumlahpenyediaansaranadistribusiperdagangan 8paket 8 unit
3 Hasil Peningkatanekonomimasyarakat 100% 89,14

2. Sub keg. fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 209.998.368,-terealisasi
sebesar Rp. 187.653.058,- atau 89,36% digunakan untuk

peningkatan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Hasilyang
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dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah fasilitasi pengelolaan
sarana distribusi perdagangan sebanyak 7 kali selama 12 bulan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel
Fasilitasipengelolaan Sarana distribusiperdagangan tahun 2023
No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 209.998.368 187.653.058
2 Keluaran Jumlahfasilitasipengelolaansaranadistribusi 7 kl 7 unit
perdagangan
3 Hasil Peningkatanperekonomianmasyarakat 100% 89,36

2. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan Masyarakat Diwilayah Kerjannya.

1. Sub keg. pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana
distribusi perdagangan.

sebesar

Anggaran untuk kegiatan ini Rp. 122.998.958,-

terealisasi sebesar Rp. 114.898.938,- atau 93,41% digunakan
untuk pembinaan pengendalian pengelolaan sarana distribusi
perdagangan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah
pembinaan, penertiban dan penataan sarana perdagangan
sebanyak 55 dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya
dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel
Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Sarana distribusi

perdagangan tahun 2023

Narasi Tolakukur Kinerja

Target

Realisasi

Masukan

Dana

122.998.958

114.898,958

N|—

Keluaran

Jumlahpembinaa dan
pengedalianpengelolaansaranadistribusiperdagangan

55dok

55 dok

3 Hasil

Tertibpengelolaansaranadistribusiperdagangan

100%

93,41

9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting.
1. Kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok
dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
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1. Sub keg. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok
dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam
sistem informasi perdagangan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 237.380.967,-terealisasi
sebesar Rp.163.096.967,- atau 68,71% digunakan untuk
peningkatan informasi daftar harga kebutuhan pokok barang
penting. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah
pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan
barang penting pada pasar rakyat sebanyak 96 kali selama 12
bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :

Tabel
Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang
penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem

informasi perdagangan tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 237.380.967 163.096.967
Keluaran JumlahPemantauanharga dan 96 lap 96 lap

stokbarangkebutuhanpokok dan barangpenting
pada pasar rakyat yang terintegrasidalam system
inpormasperdagangan

3 Hasil Tersedianya data daftar 100% 68.71
hargakebutuhanbarangpokokmasyarakat

10.Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
1. Kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan

pengawasan.
1. Sub keg. pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, teraulang.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 140.999.860,-terealisasi
sebesar Rp. 121.032.690,- atau 80,69% digunakan untuk
peningkatan pelaksanaan tera, teraulang semua peralatan ukur,
takartimbang dan perlengkapannya. Hasil yang dicapai/outcome
egiatan yaitu jumlah pelaksanaan metrology legal berpatera, tera
ulang sebanyak 650 buah selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya

dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel

Pelaksanaan metrologi legal, berupatera, teraulang Tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 140.999.860 121.032.690
2 Keluaran JumlahPelaksanaan metrology legal tera,teraulang 650 unit 650 unit
3 Hasil Terjaminnyakwalitasalatukur,takartimbang dan 100% 80,69
perlengkapannyabertandasah

2. Sub keg. pengawasan/penyuluhan metrologi legal.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 84.999.896,-terealisasi
Rp. 68.755.000,- atau 80,89%

peningkatan pengawasan dan penyuluhan alat ukur takar

sebesar digunakan untuk
timbang metrologi legal. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan
yaitu jumlah pengawasan/penyuluhan metrologi legal sebanyak
30kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pengawasan/penyuluhan metrologi legal tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 84.999.896 68.755.000-
2 Keluaran jumlahpengawasan/penyuluhan metrology legal 30 kl 30 org
3 Hasil Tertibperalatanukur,takar,timbang dan 100% 80,89
perlengkapnnya

3. Sub keg. penyidikan metrologi legal.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 90.000.000,-terealisasi
Rp.75.885.337,- 84,32%

peningkatan peralatan ukur, takar timbang dan perlengkapnnya.

sebesar atau digunakan untuk

Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah penyidikan

metrologi legal sebanyak 1000 buah selamal2 bulan. Untuk lebih

jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel
Penyidikan metrologi legal Tahun 2023
No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 90.000.000 75.885.337
2 Keluaran jumlahpenyidikan metrology legal 300 bh 300 bh
3 Hasil Tertibalatukur dan konsumencerdas 100% 84,32
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11. Program Penggunaan dan Pemasaran Produkdalam Negeri

1. Kegiatan pelaksanaan promosi,

pemasaran dan peningkatan

pembangunan.
1. Sub keg. peningkatan sistem dan jaringan informasi
perdagangan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 49.999.082,- terealisasi
Rp. 32.527.082,- atau 65,06%

peningkatan promosi,

sebesar digunakan untuk
pemasaran dan pembangunanindustri.
Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah peningakatan
sistem dan jaringan informasi perdagangan sebanyak 10 kali
selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat
dilihat pada tabele dibawah ini :

Tabel

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan tahun 2023

No

Narasi Tolakukur Kinerja

Target Realisasi

1

Masukan Dana 49.999.082 32.527.082,,-.-

Keluaran Jumlahpeningkatan system dan 10 k1 10 k1

jaringaninpormasiperdagangan

Hasil Tersedianya data dan 100%

inpormasipembangunanindustri

65,06%

12.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Kegiatan penyusunan dan evaluasi

rencana pembangunan

industri kabupaten/kota.

1.

Sub  keg. koordinasi, sinkronisasi, dan  pelaksanaan
pembangunan sumberdaya industri.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 239.000.000,-terealisasi
sebesar Rp. 202.132.639,- atau 84,57% digunakan untuk
peningkatan kordinasi, sinkronisasi pembangunan sumber daya
industri. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah
koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sumber daya
industri sebanyak 1 dok selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya

dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Diskoperindag TA 2023

38




Tabel

Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber

daya industri tahun 2023

. Narasi Tolakukur Kinerja

I: Target Realisasi

1 Masukan Dana 239.000.000 202.132.639

2 Keluaran jumlahkoordinasi,sinkronisasipelaksanaanpemba 1 dok 1 dok
ngunansumberdayaindustri

3 Hasil Trampildalampengelolaandesainteknologi 100% 84,57

2. Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan

pembangunan sarana dan prasarana industri.
sebesar Rp. 2.344.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 1.637.628.431,- atau 69,86% digunakan

Anggaran untuk kegiatan ini
untuk peningkatan kordinasi, sinkronisasi pembangunan sarana
prasarana industri. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu
jumlah koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pembangunan
sarana dan prasarana industri sebanyak 1 dokumen selama 12
bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
Tabel
Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan

prasarana industri tahun 2023

Narasi Tolakukur

Kinerja

Target

Realisasi

Masukan

Dana

2.344.000.000.

1,637.628.431

N|—

Keluaran

Jumlahkoordinasi,sinkronisasipelaksanaanpembangunansa
rana dan prasaranaindustri

1 dok

1 dok

Hasil

Tersedianyasaranapembangunanindustri

100%

69,86

Sub.

Kegiatan koordinasi,

sinkronisasi,

dan pelaksanaan

pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 620.000.000,-terealisasi
sebesar Rp. 580.842.057,- atau 93,68% digunakan untuk

peningkatan pemberdayaan industri didukung peranserta
masyarakat. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah
koordinasi, sinkronisasi pemberdayaan industri dan peranserta
masyarakat sebanyak 1 dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih

jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel
Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri
dan peranserta masyarakat tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan | Dana 620.000.000 580.842.057,
Keluaran | Jumlahkoordinasi,sinkronisasipelaksanaanpemberdayaanindustri 1kl 1kl
dan peransertamasyarakat
3 Hasil Keikutsertaanperansertamasyarakatdalampemberdayaanindustri 100% 93,68

13.Program Pengendalian Izin Usaha Industri
1. Penerbitan izinusaha industri (IUI), izin usaha perluasan industri
(IUPI), Izin usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan
kawasan industri (IPKI), kewenagan kab/kota berbasis sitem
informasi industri.
1. Sub. kegiatan koordinasi dan sinkronisasi

perizinan dibidang industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI

pengawasan

kewenangan kab/kota berbasis sistem informasi industri

nasional (SIINAS).
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,-terealisasi

sebesar Rp. 18.203.100,- atau 91,02% digunakan untuk

koordinasi sinkronisasi penerbitan dan perluasan kawasan

industri. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah
koordinasi dan sinkronisasi

industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI

pengawasan perizinan dibidang
kewenangan kab/kota
berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS) sebanyakldok
selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri

untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota berbasis
sistem informasi industri nasional (SIINAS) tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 20.000.000 18.203.100.-
Keluaran JumlahFasilitasipengumpulanpengolahan dan analisis data 1dok 1dok

industri,datakawasan industry serta data lain
lingkupkabupaten/kotamelaluisisteminpormasiindustrinasional
(SIINas)

3 Hasil Tersedianyadokumen data analisis dan kawasan industry 100% 91,02%
melaluisisteminpormasiindustrinasional (SIINas)
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14.Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
1. Kegiatan penyediaan informasi industri untu kinformasi industri
untuk IUT, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota.

1. Sub. keg. fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data
industri, data kawasan industi serta data lain lingkup
kabupaten/kota melalui system informasi industri nasional
(SIINas).

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 128.900.000,-
terealisasise besar Rp. 95.705.456,- atau 74,25% digunakan untuk
peningkatan fasilitasi dan analisis data industri. Hasil yang
dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah fasilitasi pengumpulan
pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta
data lain lingkup kabupaten/kota melalui sitsem informasi
industry nasional (SIINas) sebanyak 1 kali selama 12 bulan. Untuk
lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
Tabel

Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data

kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalu

isitem informasi industri nasional (SIINas) tahun 2023

No Narasi Tolakukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Dana 128.900.000 95.705.456
Keluaran JumlahFasilitasipengumpulanpengolahan dan analisis data 1dokl 1 dok

industri,datakawasan industry serta data lain
lingkupkabupaten/kotamelaluisisteminpormasiindustrinasional
(SIINas

3 Hasil Tersedianyadokumen data analisis dan kawasan industry 100% 74,25
melaluisisteminpormasiindustrinasional (SIINas
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Program dan kegiatan
Dinas Koperasi,Perindustrian dan PerdaganganKabupatenKotabaru
TahunAnggaran 2023berikut table berikutini:

No Program dan Kegiatan Indikatorkinerja program dan Target Realisasi Presentasi Ket
Kegiatan
K Rp
I Prog. Perencanaan Persentaselayanandukungana 11.234.959.662 10.093.199.676 93,78 99,25
penganggaran dan evaluasi dministrasikesekretariatan
kinerja perangkat Daerah yang sesuai SOP*)
I Keg. Perencanaan Persentaselayanandukungana 429.800.822 427.291.396 100 99,42
penganggaran dan evaluasi dministrasikesekretariatan
kinerja perangkat Daerah yang sesuai SOP*)
1 Sub Keg. Penyusunan JumlahDokumenperencananpe 253.100.922 252.433.769 100 99,74
dokumen perencanaan rangkat Daerah
perangkat Daerah
2 Koordinasi dan penyusunan Jumlah dok perencanaan PD 8.000.000 7.27.600 100 90.85
dok RKA SKPD tersusun
3 Koordinasi dan penyusunan Jumlah dok perubahan RKA 6.000.000 5.998.300 100 99,97
dokumen perubahan SKPD
4 Koordinasi dan penyusunan Jumlah dok DPA SKPD 6.000.000 5.998.385 100 99,97
dok DPA SKPD tersusun
5 Koordinasi dan penyusunan Jumlah dok perubahan DPA - 5.000.000 4.546.400 100 90,93
perubahan DPA-SKPD SKPD
6 Koordinasi dan penyusunan Jumlah laporan capaian 12.010.000 11.991.742 100 99,85
laporan capaian kinerja dan kinerja yang tersusun
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7 Sub Keg. Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen monitoring 139.689.900 139.055.200 100 99,55
Perangkat Daerah evaluasi dan pelaporan kinerja
SKPD
11 Keg. Administrasi Keuangan Persentase pembayaran gaji 7.330.615.353 6.295.191.055 | 92.88 85,88
Perangkat daerah dan tunjangan ASN dan
penyelesaian laporan
keuangan tepat waktu*)
8 Sub Keg.Penyediaangaji Jumlahpembayarangaji dan 6.697.351.557 5.693.825.930 100 85,02
dantunjangan ASN tunjangan
9 Sub Keg. Penyediaan Jumlahpengelolaanadministras 48.453.874 48.421.525 100 99,93
administrasi pelaksanaan ipelaksanaantugas ASN
tugas ASN
10 Pelaksanaan penatausahaan Jumlahdokumenpenatausahaa 580.310.000 548.450.000 100 94,51
dan pengujian/veripikasi nkeuanganskpd yang tersusun
keuangan SKPD
11 Sub Keg. Koordinasi dan Jumlahdokumenlaporankeuan 3.499.948 3.495.300 100 99,87
penyusunan laporan keuangan | ganakhirtahun SKPD
akhirtahun SKPD
12 Sub Keg. Penyusunan Jumlahdokumenlaporan 999.974 998,300 100 99,83
pelaporan dan analisis prognosis realisasianggaran
prognosis realisasi anggaran
194 Keg.Kepegawaian Perangkat Persentasepertumbuhan 49.380.000 48.229.090 100 97,67
Daerah SDM Perangkat Daerah¥*)
13 Sub Keg. Bimbingan tehnis Jumlah  Bimbingan tehnis 49.380.000 48.229.090 100 97,67
implementasi peraturan implementasi perturan
perundang-undangan perundangan —-undangan yang
berlaku
1A% Keg. Administrasi umum PersentasepemenuhanAdmini 993.768.347 993.172.864 100 99,94
Perangkat Daerah strasiUmumPerangkat
Daerah?*)
14 Sub Keg. Penyediaan JumlahKomponenen instalasi 29.941.160 29.941.093 100 100
komponen instalasi listrik /peneranganbangunan
listrik/penerangan bangunan
kantor
15 Sub Keg.Penyediaanperalatan Jumlahpenyediaanperalatan 24.940.869 24.9234.230 100 99,97
dan perlengkapankantor dan perlengkapankantor
16 Sub Keg.Penyediaanbahan Jumlahpenyediaanbahan 478.776.818 478,393.477 100 99,92
logistic kantor logistic kantor
17 Sub Jumlahpenyediaanbarangcetak 35.001.500 34.850.300 100 99,57
Keg.Penyediaanbarangcetakan dan penggandaan
dan penggandaan
18 Sub Keg. Jumlahrapatkoordinasikeluard 425.108.000 425.063.758 100 99.99
Penyelenggaraanrapatkoordina aerah dan dalamdaerah
si dan konsultasi SKPD
v Keg. Pengadaan barang milik PersentasePengadaanBarang 107.154.120 94,275.000 100 87,98
Daerah penunjang urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah UrusanPemerintah Daerah
tepatwaktu*)
19 Sub Keg. Pengadaan peralatan |Jumlah peralatan kantor yang 107.154.120 94,275.000 100 87,98
dan mesin lainnya diadakan
VI Keg. Penyediaan jasa Persentase pemenuhan 1.926.200.000 1.892.026.969 100 98,23
Penunjangurusan kebutuhan Jasa Penunjang
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
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20 Sub Keg. Penyediaan jasa surat | Jumlahsurat menyurat 6.000.000 5.000.000 100 88,33
menyurat
21 Sub Keg. Penyediaan jasa Jumlahlanggananpembayaranja 356.700.000 325.528.969 100 91,26
komunikasi sumber daya air sakomunikasisumberdaya  air
dan listrik dan listrik
22 Sub Keg. Penyediaan jasa | Jumlahjasapelayananumumka 1.563.500.000 1.561.500.000 100 99,87
pelayanan umum kantor ntor
VII Keg. Pemeliharaan barang |Persentase Barang Milik 347.055.567 343.011.302 66,66 98,83
milik daerah penunjang |Daerah Penunjang Urusan
urusan Pemerintahan Daerah |Pemerintahan Daerah yang
terpelihara *)
23 Sub Keg. Penyediaan jasa Jumlahkendaraandinas 154.075.567 151.835.302 100 98,55
pemeliharaan biaya /operasional
pemeliharaan pajak dan
perijinan kendaraan dinas
operasiopnal atau lapangan
24 Sub Keg. Pemeliharaan Jumlahperalatankerja yang 77.280.000 75,715.000 100 97,97
peralatan dan mesinlainnya diperbaiki
25 Sub Keg. Pemeliharaan/ Jumlah 115.700.000 115.461.000 100 99,79
Rehabilitasi gedung kantor dan |pemeliharaan/rehabilitasi
bangunan lainnya gedung kantor lainnya
Urusan Pemerintahan bidang
koperasi, usaha kecil dan
menengah
Program Pengawasan dan PersentasiKoperasi yang 290.000.000 289.398.109 100 99,79
Pemeriksaan Koperasi melaksanakan RAT
Viii Keg. Pemeriksaan dan Persentase Pemeriksaan dan 290.000.000 289.399.109 100 99,79
pengawasan koperasi, Pengawasan Koperasi,
koperasi simpan pinjam/unit Koperasi Simpan
simpanpinjam koperasi yang Pinjam/Unit Simpan Pinjam
wilayah keanggotaannya Koperasi yang Wilayah
dalam daerahKabupaten/kota | Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
26 Sub Keg. Pengawasan Jumlah pengawasan 130.000.000 129.769.426 100 99.82
kekuatan, kesehatan, revitalisasi dan fasilitasi RAT
kemandirian, ketangguhan
serta akuntabilitas koperasi
kewenangan kabupaten /kota.
27 Sub Keg. Pemeriksaan Jumlah pemeriksaan 160.000.000 159.028.083 100 99,77
kepatuhan koperasi terhadap kepatuhan koperasi terhadap
peraturan perundang- peraturan perundang-
undangan kewenangan undangan kewenangan
kab /kota. kab/kota
Program Pendidikan dan Persentase Koperasi yang
Latihan perkoperasian Mendapatkan pendidikan dan
pelatihanper koperasian
IX Keg. Pendidikan dan Persentase Koperasi yang 257.108.068 256.261,600 100 99,67
pelatihan perkoperasian bagi Mengikuti Pelatihan
koperasi yang wilayahnya Perkoperasian
keanggotaannya dalam
daerah kabupaten/Kota.
28 Sub Keg. Jumlah bintek pengembangan 257.108.068 256.261,600 100 99,67
Peningkatanpemahaman dan SDM koperasi dan
pengetahuanperkoperasiansert | jlhpelaksanaansosialisasiperko
akapasitas dan kopetensi SDM perasian
koperasi.
Program Pemberdayaan dan Persentasekoperasi yang
perlindungankoperasi diberikandukunganfasilitasip
embiayaan
X Keg.Pemberdayaan dan PersentaseKoperasi yang 90.000.000 89.984.700 100 99,98
perlindungankoperasi yang mendapatkanpemberdayaan
keanggotaanyadalam dan perlindungan oleh
daerahkabupaten /kota. pemerintahdaerah
29 Sub Keg. Jumlahfasilitasikemitraan dan 90.000.000 89.984.700 100 99,98
Pemberdayaanpeningkatanprod | saranausaha monitoring dan
uktivitasnilaitambah,aksespasa | evaluasi koperasi
r,aksespembiayaan,penguatank | ,koperasipenerima dana
elembagaan bantuanrapatevaluasi NRB
,penataanmanajemen
,standarisasi dan
rekstukturisasiusahakoperasik
ewenangankabupaten/kota
Program Persentase Usaha Mikro dan
pemberdayaanusahamenenga Kecil
h, Usaha Kecil dan Usaha
Mikro (UMKM)
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X1 Keg.pemberdayaanusahamikr PersentasePemberdayaan 4.206.261.513 1.692.341.466 53,29 40,23
o yang Usaha Mikro yang
dilakukanmelaluipendataan,k DilakukanmelaluiPendataan,
emitraan, Kemitraan,
kemudahanperizinan, KemudahanPerizinan,
penguatankelembagaan dan PenguatanKelembagaan dan
koordinasidengan para Koordinasidengan Para
pemangkukepentingan PemangkuKepentingan
28 Sub Keg.pendataanpotensi dan | Jumlahfasilitasisaranaproduksi 3.833.999.858 1.346.273.877 48,75 35,11
pengembanganusahamikro. UMK
29 Sub Jumlahusahamikrokecil 159.999.723, 136.822.589 100 85,51
Keg.Pasilitasikemudahanperi | yangmemilikilegalitasusaha
zinanusahamikro.
30 Sub keg. Jumlahusahamikrokecil 212.261.932 209.245.000 100 98,58
Pemberdayaankelembagaanpot | yangmemilikilegalitasusaha
ensi dan
pengembanganusahamikro.
Program Pengembangan Persentase Usaha mikro yang 410.059.838 399.319.740 100 97,38
UMKM mendapatkanpembinaan
XII Keg.Pengembanganusahamikr | Persentaseusahamikro yang 410.059.838 399.319.740 100 97,38
odenganorientasipeningkatan | diberikandukunganfasilitasis
skalausahamenjadiusahamikr | tandarisasi dan
o sertifikasiprodukusaha
31 Sub Keg, | Jumlah UMK yang 410.059.838 399.319.740 100 97,38
Fasilitasiusahamikromenjadius | didukungpengetahuan dan
ahakecildalampengembanganpr | teknologi
oduksi dan pengolahan, | danjumlahpromosiproduk
pemasaran SDM, sertadesain | UMKM
dan teknologi.
URUSAN PERINTAHAN
BIDANG PERDAGANGAN
Program Perizinan dan Persentaserekomendasiperizi 200.000.000 121.071.830 85.00 60,54
Pendaftaran Perusahaan nan yang
diterbitkansesuaidengankete
ntuan yang berlaku
XIII Penerbitantanda daftar Persentase rekomendasi 100.000.000 80.541.130 100 89,54
perusahaan perizinan yang diterbitkan
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
32 Fasilitasipenerbitantanda Jumlahrekomendasipenerbit 100.000.000 80.541.130 100 89,54
daftar gudang antanda daftar gudang
XIV Keg.Penerbitan Surat PersentasePenerbitan Surat 100.000.000 40.530.700 70.00 40,53
KeteranganAsal(bagi Daerah KeteranganAsal bagi Daerah
Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota yang Telah
telahditetapkansebagaiinsta | DitetapkanSebagailnstansiPe
nsipenerbit Surat nerbit Surat KeteranganAsal
keteranganasal ( SKA) / SKA
32 Sub Keg. Koordinasi dan |Jumlah Koordinasi dan 100.000.000 40.530.700 70.00 40,53
singkronisasilayananpenerbita sinkronisasi layanan
n SKA. penerbitan SKA
Program Peningkatan Persentasepembangunan
Sarana Sarana
distribusiperdagangan DistribusiPerdagangan
XV Keg. Pembangunan dan Persentase Pembangunan 3.313.779.929 2.954.251.881 100 89.15
pengelolaan Sarana dan Pengelolaan Sarana
distribusiperdagangan DistribusiPerdagangan
33 Sub Keg.Penyediaan Sarana Jumlah pasar yang dibangun 3.103.781.561 2.766.508.823 100 89,14
DistribusiPerdagangan. dan jlhpemeliharaanbangunan
pasar
34 Sub Keg. Fasilitasipengelolaan | Jumlahpemeliharaansaluranair 209.998.368 187.653.058 100 89,36
Sarana distribusi perdagangan. | ,jumatbersih,taman,pengawasa
nkebersihan pasar dan
timkebersihanadipura
18 Keg PersentasePembinaanterhada 122.998.958 114.898.958 100 93,41
PembinaanterhadapPengelola | pPengelola Sarana
ansaranadistribusiperdaganga | DistribusiPerdagangan
nmasyarakatdiwilayahkerjany | Masyarakat di Wilayah
a. Kerjanya
35 Sub Keg.Pembinaan dan | Jumlahpenataan/penertibante 122.998.958 114.898.958 100 93,41
pengendalianpengelolaan mpatusahapedagang
Sarana distribusiperdagangan.
Program Stabilisasi Harga Persentasestabilitasdan
barangKebutuhanPokok dan ketersediaanhargabarangkeb
Barangpenting utuhanpokok
XVI Keg.Pengendalianharga dan PersentasePengendalian 237.380.967 163.096967 100 93,41
stokbarangkebutuhanpokok Harga, dan Stok
dan barangpenting di tingkat BarangKebutuhanPokok dan
pasar Kabupaten/Kota. BarangPenting di Tingkat
Pasar Kabupaten/Kota
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36 Sub Keg. Pemantauanharga Jumlahinpormasi dan data 237.380.967 163.096967 100 93,41
dan kebutuhanhargabahanpokokpe
stokbarangkebutuhanpokok nting pasar rakyat
dan barangpenting pada pasar
rakyatyangterintegrasidalam
system inpormasiperdagangan.
Program Standarisasi dan PersentaseStandardisasi dan
PerlindunganKonsumen PerlindunganKonsumen dan
Barang/Jasa yang beredar
XVII | Keg, Pelaksanaan metrology PersentasePelaksanaanMetrol 324.999.756 265.673.027 100 81,75
legal ,berupatera,teraulang ogi Legal berupa, Tera, Tera
dan pengawasan Ulang, dan Pengawasan
37 Sub Keg.Pelaksanaan Jumlahpelaksanaan metrology 149..999.860 121.032.090 100 80,69
metrology legal,berupa tera,tera | legas berupa tera,tera ulang
ulang.
38 Sub Jumlah pengawasan 84.999.896 68.755.000 100 80,89
Keg.Pengawasan/penyuluhan /penyuluhan metrologi legal
metrology legal.
39 Sub Keg.Penyidikan metrology | Juml;ah penyidikan metrology 90.000.000 75.885.337 100 84,32
legal. legal
PROGRAM PENGGUNAAN | Presentasepenggunaan dan
DAN PEMASARAN PRODUK | pemasaranprodukdalam
DALAM NEGERI negeri
IXVIIT Keg. PersentasePelaksanaanpromosi 49.999.082 32,527.082 100 65.06
Pelaksanaanpromosipemasaran | pemasaran dan
dan peningkatanpenggunaanprodu
peningkatanpenggunaanprodu kdalam negeri
kdalam negeri
40 Sub Keg. Peningkatansystem | Peningkatansystem 49.999.082 32,527.082 100 65.06
danjaringaninpormasiperdagan | daninpormasijaringanperdagan
gan gan
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERINDUSTRIAN
Program Perencanaan dan PersentasePertumbuhan IKM 3.203.000.000 2.420.603.127 82,83 75,57
Pembangunan Industri
XIX KegiatanPenyusunan dan Persentasejumlahhasilpemant 3.203.000.000 2.420.603.127 82,83 75,57
evaluasirencanapembangunan | auan dan
industry kabupaten/kota. pengawasandenganjumlahlzin
Usaha Industri (IUI)
yangdikeluarkan oleh
instansiterkait
41 Sub Keg. Jumlahkoordinasisinkronisasi 239.000.000 202.132.639 100 84,57
Koordinasi,sinkronisasi, dan dan
pelaksanaanpembangunansum | pelaksanaanpembangunansum
berdayaindustri. berdayaindustri
42 Sub Keg. JumlahPengembanganinovasip 2.344.000.000 1.637.628.431 76.00 69,86
Koordinasi,sinkronisasi, dan roduksi IKM/sarana dan
pelaksanaanpembangunansara | prasarana industri
na dan prasaranaindustri.
43 Sub JumlahPembinaanketerampila 620.000.000 580.842.057 100 93,68
keg.Koordinasi,sinkronisasi,da npengrajinpromosi dan raker
n
pelaksanaanpemberdayaanind
ustri dan
peransertamasyarakat
Program Persentasejumlahhasilpeman
pengendalianizinusahaindust tauan
ri danpengawasandenganjumlah
izinusaha industry(IUI)
XX Keg,Penerbitanizinusahaindu Jumlahpenerbitanizinusaha 20.000.000 18.203.100 100 91.02
stry(IUI) izinperluasanusaha industry(IUI) izinperluasan
industry(IPUI) industry(IPUI)
izinusahakawasan industry izinusahakawasan industry
(IUKI) dan (IUKI) dan
izinperluasankawasan izinperluassankawasanan
industry(IPKI) industry(IPKI)
kewenangankan/ kab/kota
berbasis system
inpormasiindustri
44 Sub Keg.Koordinasi dan Jumlahkoordinasi dan 20.000.000 18.203.100 100 91.02
sinkronisasidibidangindustry sinkronisasipengawasanperiz
dalamlingkupIUI,IUPi,IUKI,IP inandibidang industry
Kkewenangankab/Kota dalamlingkupIUI,IUPi,IUKI,IP
berbsisi system inpormasi Klkewenangankab/Kota
industry nasional(SIINAS) berbsisi system inpormasi
industry nasional
PROGRAM PENGELOLAAN Persentasepenyediaan
SISTEM INPORMASI system inpormasi data
INDUSTRI NASIONAL industry secaralengkap dan
terkini
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XXI Keg,Penyediaaninpormasi PersentaseperusahaanIndustr 128.900.000 95.705.456 90 74,25
industry i dan perusahaankawasan
untukinpormasiindustriuntuk | industry lintaskab/Kota yang
IULIPUI.IUKI dan IPKI masukdalam SIINAS
kewenangankabupaten/kota.

45 Sub Keg. Jumlah data koordinasi dan 128.900.000 95.705.456 90 74,25
Fasilitasipengumpulanpengolah | sinkronisasi
an dan analisis data industri
data kawasan
industry serta data lain
lingkupkabupaten /kotamelalui
siteminpormasi industry
nasional (SIINas).
Jumlah 24.038.462.320 19.006.536,725 | 89,06 | 79.07 |

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DILAKSANAKAN
Kebijakan Strategi disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas
Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang selarasdenganrencana

program dan kegiatan prioritas. Dalamrancanganawal Strategi

yang
merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas
Koperin dagmen capai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Strategi Dinas Koperindag Kabupaten Kotabaru dalam rangka
mencapai visi, misi pemerintah daerah, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan antara lain:

Strategis Arahkebijakan

Meningkatkandayasaingkoperasi dan
UMKM

Peningkatanaksesteknologi,
kualitasprodukpermodalan dan
pemasaranbagiKoperasi dan UMKM

Mengembangkan industry dan

perdagangan Peningkatan volume dan nilai industry dan

perdagangan

1. Melaksanakanbimbinganteknis/pelatihanbagipara
Pembina, pelaku IKM, koperasi dan UMKM

2. Menumbuhkembangkanwirausahabarusebagai
salah satu factor penggerakperekonomiandaerah

Meningkatkankualitas SDM bagi para
pelaku IKM, koperasi dan UMKM

Meningkatkanperanankoperasi dan
UMKM,industri dan
perdagangansebagaipelakuekonomi
yang berdayasaingtinggi

1. Meningkatkannilaitambah dan nilaijualproduk-
produk UMKM dan Koperasi

2. Meningkatkanaksespermodalan dan
pemasaranproduk-produk UMKM dan Koperasi

1. Mengembangkan industry
. . berbasissumberdayaterutamapertanian,
Mewujudkanstrukturperekonomian perikananperkebunan
yang kokohdenganmenjadikan 2. Membangunklaster industry
industry rakyatsebagai motor sesuaidenganpotensiunggulandaerah masing-
penggerak dan industry perdagangan masing
dan jasasebagaipendukung. 3. Mengembangkan  sector perdagangan dan
jasasebagaipenggerakrodaperekonomianmasyarak
at

4. Melakukanmenataan / pengawasanperdagangan
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2.2.1. Indikator kinerja kunci keluaran (Output)

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru

No

UrusanPemerintahan

Indikatorkinerjakuncikeluaran

Capaiankinerja

Sumber
data

ket

DAN MENENGAH

KOPERASI, USAHA KECIL

1.1

Persentas efasilitasi penerbitan
ijin usaha simpan pinjam untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaandalamdaerahkabupa
ten/kota

12 / 18 x 100 % =
66,66 %

Dinas
Koperasiper
industrian
dan
peragangan
KabKotabar
u

1.2

Persentase fasilitasi penerbitan
izin pembukaan kantor cabang,
cabang pembantu dan kantor kas
usaha simpanpinjam oleh
koperasi untuk koperasi dengan
wilayah  keanggotaan dalam
daerah kabupaten/kota

7 /11 x 100 % = 63,63
%

1.3

Persentase pemeriksaan dan
pengawasan yang dilakukan
untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota

74 / 115 x 100 % =
64,34 %

1.4

Persentase usaha simpanpinjam
oleh koperasi yang dinilai
kesehatannya untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan
dalam daerah kabupaten/kota

14 / 18 x 100 % =
77,77 %

1.5

Persentase koperasi yang
mengikuti pelatihan untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota

63 / 115 x 100 % =
54,78 %

1.6

Persentase jumlah anggota
koperasi yang telah mengikuti
pelatihan perkoperasian untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota

170 / 115 x 100 =
147,826 %

1.7

Persentase koperasi yang telah
menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan perkoperasian
untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota

2 /115x 100 % = 1,73
%

1.8

Persentase koperasi yang
diberikan dukungan fasilitasi
pembiayaan

35 / 115 x 100 % =
30,43 %

1.9

Persentase fasilitasi penerbitan
sertifikat Nomor Induk Koperasi
(NIK) untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan dalam
daerah kabupaten/kota

36 / 115 x 100 % =
31,30 %

Persentase koperasi yang
diberikan dukungan fasilitasi
pembiayaan  untuk  koperasi
dengan wilayah keanggotaan
dalam daerah kabupaten /kota

35 / 115 x 100 % =
30,43 %

Persentase yang diberikan
dukungan fasilitasi pemasaran
untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota

Tidak ada data

Persentase koperasi yang
diberikan dukungan fasilitasi
pendampingan kielembagaan dan
usaha untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan dalam
daerah kabupaten/kota

56 / 115 x 100 % =
48,69 %

Persentase koperasi yang
diberikan dukungan fasilitasi
kemitraan untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan
dalam daerah kabupaten /kota

32 /115 x 100 = 27,82
%

UMKM

2.1

Rasio pertumbuhan wirausaha
baru yang berskala mikro

126 / 8863 x 100 % =
1,421%

2.2

Persentase jumlah usaha mikro
yang diinput kedalam sistem
online data system (ODS)

Tidak ada data
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2.3

Persentase jumlah usaha mikro
yang bermitra

Tidak ada data

2.4

Persentase jumlah usaha mikro
yang diberikan dukungan
fasilitasi standarisasi dan
sertifikasi produk usaha

6 /126 x 100 = 4,76 %

2.5

Persentase jumlah usaha mikro
yang dberikan dukungan
fasilitasi pemasaran

25 / 126 x 100 % =
19,84 %

2.6

Rasio usaha mikro yang
diberikan dukungan fasilitasi
pelatihan

25 / 126 x 100 % =
19,84 %

2.7

Persentase usaha mikro yang
diberikan pendampingan melalui
Lembaga pendampingan

126 / 8863 x 100 % =
1,421%

Perdagangan

1.1

Persentase perizinan yang
diterbitkan sesuai dengan
ketentuan untu Kizin :

a. Pusat perbelanjaan

Tidak ada data

b. Toko swalayan

Tidak ada data

1.2

Persentase penerbitan TDG

Tidak ada data

1.3

Persentase Gudang yang tidak
mempunyai TDG

o |Oo|o| ©

Tidak ada data

1.4

Persentase penerbitan STPW
yang tepat waktu untuk
a) Penerima waralaba dari
waralaba dalam negeri
b) Penerima waralaba lanjutan
dari waralaba dalam negeri
c) Penerima waralaba lanjutan
dari waralaba luar negeri

Tidak ada data

1.5

Persentase pemeriksaan fasilitas
penyimpanan bahan berbahaya
dan pengawasan distribusi,
pengemasan dan pelabelan
bahan berbaya di tingkat daerah
Kab/Kota

Tidak ada data

1.6

Persentase penerbitan SKA yang
tepat waktu

58 / 1080 x 100 % =
5,37 %

1.7

Persentase pengembangan dan
pengelolaan sarana distribusi
perdagangan di wilayah kerjanya

3/65x100=4,61%

1,8

Persentase koefisien variasi harga
antar waktu

96 / 96 x 100 % = 100
%

2.1

Jumlah pupuk dan pestisida
yang tersalurkan

7228 / 5316 x 100 % =
135,966 %

3.1

Persentase alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya
(UTTP) yang ditera/tera
ulangdalamtahunberjalan

665 / 48847 x 100 % =
13,60 %

3.2

Persentase kesesuaian BDKT
yang diawasi terhadap ketentuan
yang berlaku

Tidak ada data

Perindustrian

1.1

Persentase jumlah penetapan izin
usaha kawasan industri (IUKI)
dan izin perluasan kawasan
industri (IPKI) yang lokasinya di
daerah kabupaten/kota

Tidak ada data

2.1

Persentase terselesaikannya
dokumen RPIK sampai dengan
ditetapkannya menjadi PERDA

15/ 15 x 100 % =100

3.1

Persentase Jumlah izin yang
diterbitkan usaha industri (IUI)
kecil dan IUI menengah yang
diterbitkan

Wewenang
Provinsi

4.1

Persentase jumlah izin perluasan
industri (IPUI) bagi industri Kecil
dan menengah yang diterbitkan

15 / 135 x 100 % =
11,11

5.1

Persentase data  perusahaan
industri kecil, menengah dan
perusahaan kawasan industri di
Kabupaten/Kota yang masuk
dalam SIINas terhadap total
populasi perusahaan industry
kecil, menengah dan perusahaan
kawasan industri di
Kabupaten/Kota

48 |/ 2284 x 100 % =
2,10
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2.2.2. Indikator kinerja kunci hasil (OUTCOME)

No UrusanPemerint indicator kinerjakuncihasil capaiankinerja sumber data ket
ahan
1 Koperasi,usahak 1 | Meningkatnya Koperasi yang Dinas Koperasi, | Bidang Koperasi
ecil dan berkualitas 17 / 115 x 100 % = Perindustrian Dan
menengah 14.78% PerdaganganKabup
’ atenKotabaru
2 | Meningkatnya Usaha Mikro yang | 126 / 8863 x 100 Bidang UKM
menjadiwira usaha % =1,421%
2 Perdagangan 1 | Persentase pelaku usaha yang Dinas Koperasi, | Bidang Perdagangan
memperoleh izin sesuai dengan Perindustrian Dan
ketentuan (IUPP/SIUP Pusat 01/73099/ 61 67 §/6 x 100 PerdaganganKabup
Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP | ”° e atenKotabaru
Toko Swalayan)
2 | Persentase kinerja realisasi pupuk 7228 / 5316 x 100 Bidang Kemetrologian
% = 135,966 %
3 Eersentase alat — alat ukur, takar, 665 / 48847 x 100 Bidang Kemetrologian
timbang dan perlengkapannya (UTTP) | , % = 13.60 %
bertanda tera sah yang berlaku ° et
3 Perindustrian 1 | Pertambahan jumlah industri kecil Dinas Koperasi, | Bidang Perindustrian
dan menengah di Kabupaten/Kota (135 -101) / 101 x | Perindustrian Dan
100 % = 33,66 % PerdaganganKabup
atenKotabaru
2 | Persentase pencapaian sasaran
pembangunan industri termasuk 15 / 15 x 100 % =
turunan indicator = pembangunan 100
industri dalam RIPIN yang ditetapkan
dalam RPIK
3 | Persentase jumlah hasil pemantauan
dan pengawasan dengan jumlah Izin o _
Usaha Industri (IU]) Kecil dan 23/85; W 100 % =
Industri Menengah yang dikeluarkan ’
oleh instansi terkait
4 | Persentase jumlah hasil pemantauan Tidak ada data
dan pengawasan dengan jumlah Izin
Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan 0
Industri Menengah yang dikeluarkan
oleh instansi terkait
5 | Persenta sejumlah hasil pemantauan Tidak ada data
dan pengawasan dengan jumlah Izin
Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan 1/1x 100% =
Izin Perluasan Kawasan Industri 100%
(IPKI) yang lokasinya di Daerah
Kabupaten/Kota
6 | Tersedianya informasi industri Hasilnya adalah 90 %
secaralengkap dan terkini terdiri dari :
1) Keterkinian informasi
industri :
- Tersedianya informasi
industri dengan batas
waktu 0-6 bulan (50%)
- Tersedianya informasi
industri dengan batas
waktu 7-12 bulan (25%)
- Tidak menyampaikan
informasi industri (0%)
2) Kelengkapan informasi
industri meliputi :
90 % - Informasi produksi dan
kapasitas produksi
(10%) - Informasi

bahan baku dan bahan
penolong (10%)
-Informasi
bakar/energi (0%)
- Informasi tenaga kerja
(10%)

bahan

- Informasi  investasi
(10%)

Nilai akhir adalah
akumulasi dari
kelengkapan dan
keterkinian informasi
industri (1 + 2)
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2.5. Capaian Kinerja Kunci Untuk Fungsi

Pemerintah

2.6. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.6.1 Target kinerja dan perjanjian Kinerja

Penunjang Urusan

Berdasarkan tugaspokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian

dan Perdagangan Kotabaru melaksanakan program dan kegiatan pada

tahun anggaran 2022. Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan pernyataan

kinerja/kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan

untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya

yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja tersebut memuat sasaran

strategis, indicator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian

kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Target Kinerja dan perjanjiankinerjatahunanggaran 2023
No Sasaranstrategis Indikator Kinerja Target Program Indikator Kinerja Target Anggaran
thn 2022
Meningkatnya tata -persentas 46,67% Penunjang Persentasepemenuh 100% 11.183.974.209
kelolakoperasi koperasiaktif UrusanPemerintah ankebutuhan Jasa
Presentasi 0% Daerah PengnjangUrusanPe
koperasiberkualitas Kabupaten/Kota merintahan Daerah
Meningkatnyausaha | -Persentasi usaha Pengawasan dan PersentasiKoperasi 39,13% 160.000.000
mikro mikro menjadi usaha 60 % pemeriksaan yang melaksanakan
kecil Koperasi RAT
Meningkatnyapembi | -Persentasi industry 60 % Pndidikan dan PersentaseKoperasi 47,62% 257.108,068
naan industri kecildenganproduk pelatihanperkopera | yang
pengolahanberbasis | yang memnuhi sian Mendapatkanpendi
produk local standard mutu dikan dan
pelatihanperkoperas
ian
Meningkatnyapelaya | Cakupanalatukurtimb 60% Perberdayaan dan Persentasekoperasi 57,14 % 190.000.000
nankemetrologian angan dan Perlindungan yang
dan tera perlengkapannya koperasi diberikandukunganf
yang dilakukan asilitasipembiayaan
tera/tera ulang
Meningkatnyajumla | -Persentasisarana dan 27,69% Pemberdayaanusah | Persentase Usaha 60 % 2.898.999.620
hsarana dan prasarana pasar yang amenengah,usahak | Mikro dan Kecil
prasaranaperdagang | dikeloladenganbaik ecil dan
an dan usahamikro
ketersediaanbarang (UMKM)
pokok dan penting
-persentasisarana dan 0 % Pengembangan Persentase Usaha 60 % 410.059.938.
prasaranaperdaganga UMKM mikro yang
n yang direvitalisasi mendapatkanpembi
naan
- 100% Perijinan dan Persentasepenerbita | 88,89 % 200.000.000
Cakupanketersediaan pendaftaranperusa nijinperusahaan
inpormasihargapokok haan
dan penting
Peningkatansarana | Persentasepembang 53,85 % 2.509.097.062.
distribusiperdagan unan Sarana
gan DistribusiPerdagang
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ap dan terkini

9 Stabilitasihargabar | Persentasestabilitas 100 % 119.999.567
angkebutuhanpoko | dan
k dan ketersediaanhargab
barangpenting arangkebutuhanpok
ok
10 | Penggunaan dan Persentasepenggun 100% 49.999.082.
pemasaranprodukd | aan dan
alam negeri pemasaranprodukd
alam negeri
11 Standarisasi dan Persentas 60% 324,999,847
perlindungan stndarisasi dan
konsumen perlindungan
konsumen
Perencanaan dan Persentasejumlahha 60 % 2.103.000.000
Pembangunan silpemantauan dan
industri pengawasandenganj
umlahlzin Usaha
Industri (IUT)
yangdikeluarkan
oleh instansiterkait
12 | Pengendalianijinus | Persentasejumlahha 4,39% 20.000.000.
ahaindustri silpemantauan dan
pengawasandenganj
umlahijinusaha
industry (IUI) yang
dikeluarkanintansit
erkait
13 | Pengelolaan system | PersentasePenyedia 84 % 100.000.000
inpormasi industry | anSisteminformasi
nasional Data
Industrisecaralengk

2.6.2. Pengukuran capaian kinerja di banding dengan target perjanjian

kinerja.
No Sasaranstrategis Indicator kinerja Target Realiasasithn | Ket
2023
Meningkatnya tata | persentasikoperasiaktif 46,67 % 53,49 %
kelolakoperasi
Presentasikoperasiberkualitas 0.% 0 %
Meningkatnyausahamikro Persentasiusahamikromenjad 60 % 1,42 %
iusahakecil
Meningkatnyapembinaan Persentasi industry 60 % 0,25 %
industry kecildenganproduk yang
pengolahanberbasisproduklo memnuhi standard mutu
kal
Meningkatnyapelayanankem Cakupanalatukurtimbangan 60% 1,36 %
etrologian dan tera dan perlengkapannya yang
dilakukan tera/tera ulang
Meningkatnyajumlahsarana Persentasisarana dan 27,69% 46,15 %
dan prasaranaperdagangan | prasarana pasar yang
dan dikeloladenganbaik
ketersediaanbarangpokok persentasisarana dan 0% 4,61 %
dan penting prasaranaperdagangan yang
direvitalisasi
Cakupanketersediaaninporm 100% 100 %
asihargapokok dan penting
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Diskoperindag TA 2023 51




2.6.3. Pengukurancapaiankinerja dibanding dengantahunsebelumnya

No Sasaranstrategis Indicator kinerja Target Realiasasi Perbandinganthn
thn 2023 2022 realisasi
Meningkatnya tata persentasikoperasiaktif 66,67 % 53,49 % 52,88 %
1 kelolakoperasi
Presentasikoperasiberku 0.% 0% 0 %
alitas
Meningkatnyausahamik | Persentasiusahamikrome 24,44 % 1,42 % 5,66 %
ro njadiusahakecil
Meningkatnyapembinaa | Persentasi industry 55 % 0,25 % 49,50 %
n industry kecildenganproduk yang
pengolahanberbasispro memnuhi standard mutu
duklokal
Meningkatnyapelayana Cakupanalatukurtimban 40% 1,36 % 1,97 %
nkemetrologian dan gan dan
tera perlengkapannya yang
dilakukan tera/tera
ulang
Meningkatnyajumlahsa | Persentasisarana dan 40% 46,15 % 38,46 %
rana dan prasarana pasar yang
prasaranaperdagangan dikeloladenganbaik
dan persentasisarana dan 23,08% 4,61 % 46,15 %
ketersediaanbarangpok | prasaranaperdagangan
ok dan penting yang direvitalisasi
Cakupanketersediaaninp 100% 100 % 100 %
ormasihargapokok dan
penting

2.6.4 PengukuranCapaiankinerjadibandingkandengan target

dalampembangunanjangkamenengah.

No. | Indikator Kinerja Utama/Sasaran Tahun 2023 CapaianRealisasi
Target s/d 2021
Akhir terhadap RPJMD
Target Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2022 (%)
1. PersentaseKoperasiAktif 46,69 % 53,49 %
1,45 % 66,39% 45,79 %
1 1 0, 0,
2. PersentaseKoperasiBerkualitas 0.% 0 % 0% 5.00% 0%
3. Persentase Usaha MikroMenjadi 1,42 % 0.23 % 92929 96.60 %
Usaha Kecil 60 % ’ ° r4s’O ’ ©
4. Persentasi industry 0,25 %
kecildenganproduk yang 60 % 0,37 % 100% 27,02 %
memnuhi standard mutu
5 Cakupanalatukurtimbangan dan 1,36 %
perlengkapannya yang dilakukan 60% 0,23 % 5,11% 22,22 %
tera/tera ulang
6 Persentasisarana dan prasarana 27,69% 46,15 % o o 0
pasar yang dikeloladenganbaik 1,67 % 5,79% 3,47 %
7 persentasisarana dan 32,31 % 4,61 %
prasaranaperdagangan yang 1,43 % 4,34% 3,03 %
direvitalisasi
8 Cakupanketersediaaninpormasih 100 % 1.0 %
argapokok dan penting 100% e 80% 80 %
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2.6.5 Analisis efesiensi pengguna sumber daya dikaitkan dengan hasil
yang telahdi capai
Sumber daya dalam suatu kegiatan akan berpengaruh terhadap
penggunaan anggaran. Semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka
prosesnya dikatakan semakin efisien. Efisien ditandai dengan perbaikan
proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Inovasi dalam
pengelolaan sumber daya manusia pada lingkungan Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, yaitusebagaiberikut:

1. Melakukan regenerasi SDM pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan
perdagangan Kabupaten Kotabaru, melalui pendidikan dan pelatihan
sesuai dengan tupoksi.

2. Tingkat pendidikan dasar yang paling utama dalam menyusun dan
penugasan aparatur dalam mengembanjabatan yang diberikan sehingga
dapat dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pelaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran
strategis. Hal ini terlihat bahwa tingkat pencapaian kinerja dan anggaran
walaupun adanya pandemi COVID-19. Dari hasil pengukuran capaian
kinerja pada tahun 2022 sasaran strategis dapat tercapai dengan baik
walaupun hingga saat ini pandemi masih berlangsung. Ada
beberapasasaran strategis yang targetnya sangat kurang, yaitu;

1. Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil sebagai
upaya pemulihan ekonomi, kegiatan usaha kecil dapat tumbuh dengan
baik dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

2. Meningkatnya pembinaan industry pengolahan berbasis produk lokal
ditarget pada tahun 2023 sebagai 60% dan dapat dilaksanakan dari
percapaian target walaupun terbatasnya pengembangan pengolahan
produk lokal

3. Meningkatnya pelayanan kemetrologian dan tera ulang pada tahun 2023
sebesar 60% dan dari jumlah seluruh UTTP karena terbatasnya data
penggunaan peralatan alat ukur takar dan timbang danperlengkapannya

sehingga target tidak tercapai untuk melakukan tera/tera ulang.
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4. Meningkatnya sarana dan prasarana pasar ditahun 2023 ditargetkan
sebesar 27,69 % sebagai upaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
Sedangkan anggaran dari APBD untuk revitalisasi sangat kurang
sedangkan untuk informasi harga bahan pokok dan penting ditargetkan

sebesar 100% dalam pendataan harga kebutuhan barang pokok penting.

2.6.6. Analisis program dan kegiatanyang mendukungpencapaian target

kinerja
No Program dan Kegiatan Indikatorkinerja program dan Target Realisasi Presentasi Ket
Kegiatan K Rp

Program pengawasan dan PersentasiKoperasi yang 290.000.000 289.398.109 100 99.79
1 PemeriksaanKoperasi melaksanakan RAT

Keg,Pemeriksaan dan | Pemeriksaan dan pengawasan 290.000.000 289.398.109 100 99.79

pengawasan koperasi, koperasi | koperasi, koperasi simpan

simpanpinjam /unit simpan | pinjam /unit simpan pinjam

pinjam koperasi yang wilayah | koperasi yang wilayah

keangotaanya dalam daerah | keangitaanya dalam daerah

kabupaten /Kota kabupaten /Kota

Sub JumlahPengawasankekuatan, 130.000.000 129.769.426 100 99,82

Keg,Pengawasankekuatan,kese | kesehatan,kemandirian,ketan

hatan,kemandirian,ketangguha | gguhansertaakuntabilitaskop

nsertaakuntabilitaskoperasike erasikewenangankabupaten/

wenangankabupaten/kota. kota.

Sub Jumlahrakorda,rakornas 160,000.000 159..628.683 100 99,77

Keg,Pemeriksaankepatuhanko ,harkopnaskoordinasi dan

perasiterhadapperaturanperun konsultasiprogram,koperasib

dang- erprestasi dan

undangankewenangankabupat penyuluhanperkoperasian

en/Kota

Program Pendidikan dan PersentaseKoperasi yang 257.108.068 256.261.600 100 99,67
2 pelatihanperkoperasian. Mendapatkanpendidikan

dan pelatihanperkoperasian

Keg, Pendidikan dan Persentasekoperasi yang 257.108.068 256.261.600 100 99,67

latihanperkoperasianbagikoper | mengikutipelatihanperkopera

asi yang wilayah sian

keanggotaanyadalamdaerahkab

upaten/kota

Sub JumlahPeningkatanpemaham 257.108.068 256.261.600 100 99,67

KegPeningkatanpemahamanda | andan

n pengetahuanperkoperasianse

pengetahuanperkoperasiansert | rtakapasitas dan kopetensi

akapasitas dan kopetensi | SDMkoperasi

SDMkKkoperasi..

Program Pemberdayaan dan Persentasekoperasi yang . .90.000.000 89.984.700 100 99,98

perlindungankoperasi. diberikandukunganfasilitasi

pembiayaan

Keg.Pemberdayaan dan | Persentasekoperasi yang . .90.000.000 89.984.700 100 99.98

perlindungankoperasi yang | mendapatkanpemberdayaan

keanggotaanyadalamdaerahkab | dan perlindungan oleh

upaten/kota pemerintahdaerah

Sub JumlahPemberdayaanpening 90.000.000 89.984.700 100 99.98
25 Keg,Pemberdayaanpeningkatan | katanproduktivitasnilaitamba

produktivitasnilaitambah,akses | h,aksespasar,aksespembiayaa

pasar,aksespembiayaan,pengu n,penguatankelembagaan

atankelembagaan ,penataanmanajemerisasi

,penataanmanajemen dan

,standarisasi dan rekstukturisasiusahakoperasi

rekstukturisasiusahakoperasik | kewenangankabupaten/kota

ewenangankabupaten/kota

Program pemberdayaanusaha | Persentase Usaha Mikro dan 4.209,261513 1.692.341.466 53.29 40.23

menengah usaha kecil dan Kecil

usaha mikro (UMKM)

Keg, PeresentasePemberdayaanusa 4.206,261513 1.692.341.466 53.29 40.23

Pemberdayaanusahamikro hamikro yang

yang dilakukanmelaluipendataank

dilakukanmelaluipendataanke emitraan,kemudahan,perizina

mitraan,kemudahan,perizinan n ,penguatankelembagaan

,penguatankelembagaan dan | dan koordinasidengan para

koordinasidengan para | pemangkukepentingan
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pemangkunkepentingan

Sub Kegiatanpendataanpotensi | Jumlahpendataanpotensipen 3.833.999.858 1.346.273.877 48,75 35.11
dan gembanganusahamikro
pengembanganusahamikro.
Sub Jumlahfasilitasikemudahanp 159.999.723 136.822.589 100 85,51
KegiatanPasilitasikemudahan | erizinanusahamikro
perizinanusahamikro.
Sub JumlahPermberdayaankelem 212.261,932 209.245.000 100 98.58
KegiatanPermberdayaankelem | bagaanpotensi dan
bagaanpotensi dan | pengembanganusahamikro.
pengembanganusahamikro.
Program Pengembangan Persentase Usaha mikro 410.059.838 399.319.740 100 97,38
29 UMKM yang
mendapatkanpembinaan
Keg, Peresentasiusahamikra yang 410.059.838 399.319.740 100 97,38
Pengembanganusahamikrodeng | diberikandukunganfasilitasist
anorentasipeningkatanskalaus andarisasi dan
ahamenjadiusahakecil sertifikasiprodukusaha
Sub Jumlah fasilitasi usaha mikro 410.059.838 399.319.740 100 97,38
KegiatanFasilitasiusahamikro menjadiusahakecildalampeng
menjadiusahakecildalampenge embanganproduksi dan
mbanganproduksi dan | pengolahan,pemasaranSDM,s
pengolahan,pemasaranSDM,ser | ertadesain dan teknologi
tadesain dan teknologi.
Program Perizinan dan Persentaserekomendasiperi 200.000.000 121.071.830 85.00 60,54
30 pendaftaranperusahaan zinan yang
diterbitkansesuaidenganket
entuan yang berlaku
Keg,Penerbitantanda daftar | Persentaserekomendasipener 100.000.000 80.541.130 100 89,54
gudang bitantanda daftar gudang
Sub KegiatanFasilitasi | Jumlah rejomendasi 100.000.000 80.541.130 100 89,54
penerbitan tanda daftar guang penerbitan tanda daftar
gudang
Kegiatan,Penerbitan Surat PersentasePenerbitan  Surat 100.000.000 40.530.700 70.00 40,53
31 KeteranganAsal(bagi Daerah KeteranganAsal (bagi Daerah
Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota yang Telah
telahditetapkansebagaiinstansi | DitetapkanSebagailnstansiPe
penerbit Surat keteranganasal) nerbit Surat KeteranganAsal)
Sub Kegiatan,Koordinasi dan | JumlahKoordinasipengelolaa 100.000.000 40.530.700 70.00 40,53
singkronisasilayananpenerbita nisu-
n SKA. isuperdaganganinternasional
Program Peningkatansarana Persentasepembangunan 3.436.778.887 3.069.150.839 100 89,30
dan prasaranaperdagangan Sarana
DistribusiPerdagangan
KegiatanPembangunan dan Persentasepembangunan 3.313.779.929 2.954.251.881 100 89,15
32 pengelolaan Sarana Sarana
distribusiperdagangan DistribusiPerdagangan
Sub KegiatanPenyediaan Jumlah pasar yang dibangun 3.103.781.561 2,766.508.823 100 89,14
Sarana dan
DistribusiPerdagangan. jlhpemeliharaanbangunan
pasar
Sub Kegiatan Fasiltasi Jumlah pemberdayaan 209.998.368 187.653.058 100 89,36
pengelola sarana distribusi pengelola sarana distribusi
perdagangan perdagangan
KegiatanPembinaanterhadapPe | PersentasePembinaanterhada 122.998.958 114.898.958 100 93,41
33 ngelolaansaranadistribusiperda | pPengelola Sarana
ganganmasyarakatdiwilayahker | DistribusiPerdagangan
janya. Masyarakat di Wilayah
Kerjanya
Sub KegiatanPembinaan dan | Jumlahpenataan/penertibant 122.998.958 114.898.958 100 93,41
pengendalianpengelolaan empatusahapedagang
Sarana distribusiperdagangan.
Program Stabilitasi Persentasestabilitasdan 237.380.967 163.096.967 100 93,41
35 hargabarangkebutuhanpokok ketersediaanhargabarangke
dan barangpenting . butuhanpokok
Persentasepengendalianharga 237.380.967 163.096.967 100 93,41
KegiatanPengendalianharga danstokbarangkebutuhanpok
dan ok dan
stokbarangkebutuhanpokok barangpentingditingkat pasar
dan barangpentingditingkat | kabpaten /kota
pasar kabupaten/kota
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Sub Jumlahinpormasi dan data 237.380.967 163.096.967 100 93,41
KegiatanPemantauanharga kebutuhanhargabahanpokok
dan penting pasar rakyat
stokbarangkebutuhanpokok
dan barangpenting pada pasar
rakyat yangterintegrasidalam
system inpormasiperdagangan.
Program Standarisasi dan Persentase standarisasi dan 324.999.756 265.673.027 100 81,75
perlindungan konsumen perlindungan konsumen
dan barang/jasa yang
beredar
KegiatanPelaksanaan PersentasePelaksanaanMetrol 324.999.756 265.673.027 100 81,75
36 metrology legal ogi Legal berupa, Tera, Tera
,berupatera,teraulang dan Ulang, dan Pengawasan
pengawasan
Sub KegiatanPelaksanaan | Jumlahpelaksanaan 149.999.860 121.032.090 100 80,69
metrology legalberupa tera,tera | metrology legal
ulang. berupatera,teraulang
Sub Jumlahpengawasan/penyulu 84.999.896 68.755.000 100 80.89
KegiatanPengawasan/Penyulu | han metrology legal
hanmetrologi legal
Sub KegiatanPenyidikan | Jumlahpenyidikan 90.000.000 75.885.337 100 84,32
metrology legal /penyuluhan metrology legal
Program penggunaan dan Persentasepenggunaan dan 49.999.082 32.527.082 100 65.06
37 pemasaranprodukdalam pemasaranprodukdalam
negeri negeri
Kegiatanpelaksanaanpromosip | Kegiatanpelaksanaanpromosi 49.999.082 32.527.082 100 65.06
emasaran dan | pemasaran dan
peningkatanperdagangan peningkatanperdagangan
Sub kegiatanPeningkatan Jumlahpeningkatan  system 49.999.082 32.527.082 100 65,06
system dan dan
jaringaninpormasiperdagangan | jaringaninpormasiperdaganga
n
Program Perencanaan PersentasePertumbuhan 3.203.000.000 2,420.603.127 100 75,57
39 danpembangunanindustri. IKM
KegiatanPenyusunanpenerapa | JumlahhasilpenerapanRPIK 3.203.000.000 2,420.603.127 100 75,57
n dan | yangditetapkanjadiperda
evaluasirencanapembangunan
industry kabupaten/kota.
Sub Jumlahkoordinasisinkronisas 239.000.000 202.132.639 100 84,57
KegiatanKoordinasi,sinkronisa | i dan
si, dan | pelaksanaanpembangunansu
pelaksanaanpembangunansum | mberdayaindustri
berdayaindustri..
Sub JumlahKoordinasi dan 2.344.000.000 1,637.628.431 76.00 69.86
40 KegiatanKoordinasi,sinkronisa sinkronisasi dan
si, dan | pelaksanaanpembanunansar
pelaksanaanpembangunansara | ana dan prasarana industry
na dan prasaranaindustri..
Sub JumlahPembinaanketerampil 620.000.000 580.842.057 100 93.68
KegiatanKoordinasi,sinkronisa | anpengrajinpromosi dan
si, dan | raker
pelaksanaanpemberdayaanind
ustri dan
peransertamasyarakat
Program Persentasejumlahhasilpema 20.000.000 18.203.100 100 91.02
41 pengendalianizinusahaindust ntauan dan
ri pengawasandenganjumlahlz
in Usaha Industri (IUI)
yangdikeluarkan oleh
instansiterkait
KegiatanPenerbitanijinusaha Jumlahpenerbitanijinusaha 20.000.000 18.203.100 100 91.02
industry (IUL) | industry (IuT)
Ijinperluasanusahaindustry(IP jjinperluasanusaha industry
Ul) jjinusahakawasan | (IPUI ijinperlauasankawasan
industry(IUKI) dan | industry( IPKI) yang berbaisi
jjinperluasankawasan industry | system inpormasiindustri)
(IPKI)
kewenangankabupaten/kotabe
rbasis system inpormasi
industry nasinal (SIINAS)
Sub KegiatanKoordinasi dan Jumlahkoordinasi dan 20.000.000 18.203.100 100 91.02
singkronisasipengawasanperiji sinkronisasipengawasanperi
nan di bdang industry jinan di bidang industry
dalamlingkup dalamlingkup IUI IPUI IUKI
TUI<IPUI<IUKI<IPKI dan IPKI IPKIkewenangankabupaten/
kewenangankabupaten/kotabe | kotaberbaisi system
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rbaisi system inpormasiindutrinasional
inpormasiindutrinasional(SIINA | (SIINAS)
S)
Program pengelolaan system PersentasePenyediaanSiste 128.900.000 95.705.456 90.00 74,25
42 inpormasi industry nasional minformasi Data
Industrisecaralengkap dan
terkini
KegiatanPenyediaaninpormas | PersentaseSisteminformasi 128.900.000 95.705.456 90.00 74,25
43 iindustriuntukinpormasiindu Data Industrilintaskab /kota
striuntuk IUT, IPUI, IUKI dan yang
IPKI maukdalamsiiNassecaralengk
kewenangankabupaten/kota. ap
Sub Jumlahdokumenfasilitasipeng 128.900.000 95.705.456 90.00 74,25
KegiatanFasilitasipengumpula | umpulanpengolahan data dan
npengolahan dan analisis data | analisi data industry data
industri, data | kawasan industry serta data
kawasanindustriserta data lain | lain lingkupkab/kota system
lingkupkabupaten/kotamelalui | inpormasi industry nasional
siteminpormasiindustrinasional | SIINAS
(SIINas).
2.7. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2022
No Rekomendasi SKPD Topik Permasalahan Tindaklanjut
Penanggungjawab
10 | Dalam rangka peningkatan Dinas Koperindag | Langkah dan -.Mempasilitasi akses

kualitas kesehatan dan
inprastruktur untuk
menunjang pemulihan ekonomi
kabupaten kotabaru,ada
beberapa strategi sebagai
berikut :

1.Mendorong pemulihan
perekonomian rakyat dan
kesempatan kerja.

2. Meningkatkan kopetensi dan
produktifitas tenaga kerja
3.Meningkatkan usaha
pertanian,perdagangan,industry
pariwisata dan UMKM yang
kompetitif berbasis
kemandirian dan potensi lokal

kebijakan Pemerintah
Daerah dalam
pemulihan ekonomi
pada :

3.Kegiatan usaha
sector
perdagangan,industry
dan UMKM

permodalan/pembiayaan
terhadap pengembangan
usaha mikro
-.Memfasilitasi sertifikat
halal bagi usacha kecil
dan menengah

27

Pemerintah daerah perlu
meningkatan pelayana
kesehatan,pendidikanbagi
masyarakat Kabupaten
Kotabaru dan meningkatkan
UMKM bagi Masyarakat dan
pelaku usaha lainya untuk
meningkatkan kegiatan usha
masyarakat

Dinas Koperindag

Langkah Pemerintah
Daerah dalam
meningkatkan
pelayanan :
3.UMKM

-.Melaksanakan
pendampingan serta
peningkatan pelatihan
bagi pelaku usaha mikro
-.memperluas pangsa
pasar.
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BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Tugas Desentralisasi dan Pembantuan yang merupakan
sistem dan cerminan prosuder penugasan Pemerintah Kepada Daerah dan
Desa serta penugasan dari daerah (provinsi atau Kabupaten Kota) kepada
Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan
yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya
manusia serta melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada
pemberi tugas. Pemberian tugas dana alokasi khusus dimaksud untuk
meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

pengelolaan pembangunan dan pelayananumum.

Dana alokasi khusus/DAK yang diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota biasanya bersumber dana dari APBN Kementerian. Pada
tahun 2023 di Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan Kotabaru
menerima anggaran pembiayaan Non Fisik melalui Dana Alokasi Khusus
(DAK) yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Rpublik

Indonesia.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat/Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1 Target Kinerja
Kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus/DAK diterima dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotabaru Tahun Anggaran 2023
adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.1.1
Program dan kegiatan yang diterima oleh
PemerintahKabupatenKotabarumelalui Dana AlokasiKhusus/DAK Non
FisikTahun 2023

No Program dan Kegiatan yang dilaksanakan InstansiPember | JumlahAnggaran
iTugas (RP)
1 Program
Pemberdayaan usaha menengah ,usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) Kementerian 212.261.932-
Koperasi dan
Kegiatan UKM Republik
Pemberdayaanusahamikroygdilakukanmelaluipendataan,kemitraankemudah Indonesia

anperizinanpenguatankelembagaan dan
koordinasidenganpemangkukepentingan

Sub Kegiatan
Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro

3.1.2 Realisasi
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru
pada Tahun 2023 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah
Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus / DAK yang memiliki pagu
anggaran sebesar Rp. 212.261.932,- dengan realisasi Rp. 209.245.000,-
atau 98.58%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.1.2

RealisasiProgram dan KegiatanmelaluiDanaAlokasikhusus/DAK
Non FisikTahun 2023

No idangUr |Peraturanpela |Program kegiatan Kab/Kota [SKPDpelak Alokasiang Realisasian % Realisasicapai | % Ket

usan ksanaan output sana garan ggaran ankegiatan

rinciankegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Bidang | Kementerian Program Kotabaru Dinas 212.261.932 209.245.000 | 98,58 -Wira usaha | 100

Usaha Koperasi dan | Pemberdayaan Koperas, baru

mikro UKM Usaha perindust -peningkatan
menengah rian dan pelatihan
,usaha Perdagan usaha
kecil dan usaha gan bronding
mikro (UMKM) dan  digital

marketing
Kegiatan Sebagai
Pemberdayaausa upaya untuk
hamikroygdilaku mendukung
kanmelaluipenda dan
taan,kemitraank menciptakan
emudahanperizin lapangan
anpenguatankele usaha baru
mbagaan dan
koordinasidenga
npemangkukepe
ntingan
Sub
KegiatanPember
dayaan
kelembagaan
potensi dan
pengembangan
usaha mikro
212.261.932 209.245.000 | 98,58 100
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3.2. Tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah
kabupaten/kota
3.2.1. Target Kinerja
- Tidakada
3.2.2. Realisasi
- Tidakada
3.3 Permasalahan dan Kendala
Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan
melalui dana alokasi khusus/DAK non fisik tidak ada permasalahan yang
berarti.
Kendala :
a. SDM yang belum meratanya dalam pengelolaan manajemen administrasi
keuangan secara online.
b. Belum terampilnya dalam penggunaan media sosial sebagai media
pemasaran produk olahans ecara online.
3.4 Saran dan TidakLanjut
» Saran
Perlu peningkatan pelatihan bagi wira usaha baru secara
berkelanjutan agar dalam pengelolaan keuangan maupun
administrasi lainnya dapat terukur dan tepat sasaran.
» Tindaklanjut
Untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan bagi wira usaha
baru serta dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang
berkenaan dengan manajemen administrasi dan keuangan serta

pemasaran produk olahan baik secara manual maupun online.
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BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Yang dilaksanakan
4.1.1. Jenispelayanan Dasar
- Tidakada
4.1.2. Target pencapaian SPM
- Tidak ada
4.1.3. Realisasi
- Tidakada
4.1.4. AlokasiAnggaran
- Tidakada
4.1.5. DukumenPersonil
- Tidakada

4.1.6. Permasalah dan Solusi

- Tidakada
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BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan
Tahun Anggaran 2023 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2023
dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh
tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat. Dengan tersusunnya Laporan ini diharapkan
akan mendapat masukan yang berguna bagi perbaikan Kinerja dan
Perkembangan dimasa — masa yang akan datang kearah yang lebih effektif,
efisien dan akuntabel.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dan semoga Allah
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa member bimbingan dan petunjuk serta
kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan pembangunan.

Kotalzam’, . Januari 2024
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